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Prakata

Bisnis Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berperan sangat penting 
dalam perekonomian nasional. Bisnis mikro umumnya memiliki skala 

yang sangat kecil dengan jumlah karyawan yang terbatas dan omzet yang 
relatif rendah. Di sisi lain, bisnis kecil memiliki kapasitas yang lebih besar 
dibandingkan bisnis mikro. Bisnis kecil memiliki struktur yang sedikit lebih 
kompleks dan seringkali mempekerjakan lebih banyak karyawan. Di sisi lain, 
bisnis kecil memiliki kapasitas yang lebih besar dibandingkan bisnis mikro. 
Bisnis kecil memiliki struktur yang sedikit lebih kompleks dan seringkali 
mempekerjakan lebih banyak karyawan.

Buku ini disusun untuk memberikan wawasan mendalam tentang 
dunia bisnis, dengan fokus khusus pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 
(UMKM). Dengan pemahaman yang kuat tentang dasar-dasar bisnis, 
pembaca akan lebih siap menghadapi berbagai tantangan dan peluang yang 
muncul di dunia usaha. Memahami dinamika eksternal ini penting untuk 
mengelola dan menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi di sekitar 
bisnis, sehingga dapat mengambil keputusan yang tepat dan strategis.
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Semoga buku ini dapat memberikan wawasan dan pemahaman yang 
mendalam mengenai berbagai aspek penting dalam dunia bisnis. Penulis 
berharap buku ini juga dapat menjadi panduan praktis dalam memahami 
kompleksitas bisnis, memanfaatkan peluang, serta mengatasi tantangan yang 
dihadapi oleh UMKM. Semoga buku ini memberikan kontribusi yang berarti 
bagi pengembangan pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola usaha 
serta mendukung pertumbuhan ekonomi secara lebih luas.
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BAB I
RUANG LINGKUP BISNIS

Ruang lingkup bisnis mencakup berbagai aspek yang fundamental untuk 
memahami bagaimana suatu usaha beroperasi dan berkembang dalam 

pasar yang dinamis. Hal ini meliputi pengertian dasar tentang bisnis itu 
sendiri, jenis-jenis bisnis yang ada, serta maksud dan tujuan dari setiap 
bentuk usaha. Pemahaman yang mendalam tentang ruang lingkup bisnis 
sangat penting untuk merancang strategi yang efektif, mengelola risiko, dan 
membuat keputusan yang informasional dalam upaya mencapai kesuksesan 
dan pertumbuhan yang berkelanjutan.

Pengertian Bisnis
Bisnis adalah serangkaian usaha yang dilakukan oleh individu atau kelompok 
dengan tujuan utama menawarkan barang dan jasa sebagai upaya untuk 
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mendapatkan keuntungan atau laba. Melalui operasionalnya, bisnis menyup-
lai kebutuhan pasar, menciptakan lapangan kerja, dan berkontribusi pada 
pertumbuhan ekonomi dengan memastikan adanya aliran barang dan jasa 
yang memadai untuk memenuhi permintaan konsumen.

Istilah umum dalam bisnis menggambarkan seluruh aktivitas dan 
institusi yang terlibat dalam produksi barang dan jasa yang mendukung 
kehidupan sehari-hari. Sebagai suatu sistem, bisnis berperan sebagai meka-
nisme yang mendasar dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, dengan 
menghasilkan barang dan jasa yang diperlukan untuk kesejahteraan dan 
kepuasan konsumen. Melalui proses produksi, distribusi, dan penjualan, 
bisnis memastikan bahwa kebutuhan dasar masyarakat, mulai dari pangan, 
sandang, hingga layanan kesehatan dan pendidikan terpenuhi (Wijoyo dkk, 
2021: 1).

Menurut Francis Tantri (2009: 4) bisnis adalah semua kegiatan yang dila-
kukan oleh individu atau kelompok yang terorganisasi dengan tujuan utama 
mencari laba melalui penyediaan produk yang dibutuhkan oleh masyarakat. 
Bisnis tidak hanya melibatkan aktivitas yang bertujuan untuk memperoleh 
keuntungan finansial, tetapi juga mengacu pada proses penyediaan produk 
yang relevan dan penting bagi kebutuhan konsumen. Hal ini mencakup 
berbagai aspek, mulai dari identifikasi kebutuhan pasar, pengembangan 
produk, hingga strategi pemasaran dan distribusi. Kesuksesan bisnis sangat 
bergantung pada kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat 
dengan cara yang terstruktur dan efisien, sehingga menciptakan nilai tambah 
baik bagi konsumen maupun bagi pihak yang menjalankan bisnis.

Menurut Kasmir dan Jakfar (2012: 7), bisnis dapat diartikan sebagai 
usaha yang dijalankan dengan tujuan utama untuk memperoleh keuntungan. 
Dalam pandangan ini, bisnis berfokus pada pencapaian laba sebagai moti-
vasi utama dari semua aktivitas yang dilakukan. Hal ini mencakup berba-
gai aspek, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kegiatan 
usaha, dengan segala strategi yang diterapkan berorientasi pada peningkatan 
profitabilitas. Keuntungan yang dihasilkan dari bisnis tidak hanya berfungsi 
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sebagai imbalan finansial bagi pemilik usaha, tetapi juga sebagai indikator 
keberhasilan dan kesehatan finansial dari usaha tersebut.

Sedangkan menurut Bukhori Alma (1993: 2), bisnis dapat dipahami 
sebagai jumlah total usaha yang mencakup berbagai sektor dan aktivitas, 
termasuk pertanian, produksi, konstruksi, distribusi, transportasi, komu-
nikasi, serta usaha jasa dan pemerintah. Bisnis melibatkan beragam bidang 
yang secara kolektif berfokus pada pembuatan dan pemasaran barang serta 
jasa kepada konsumen. Setiap sektor ini memiliki peran unik dan saling 
berhubungan dalam ekosistem bisnis yang lebih luas, yang berkontribusi 
pada pemenuhan kebutuhan pasar dan pencapaian keuntungan. 

Dari beberapa pengertian yang telah diuraikan di atas, dapat disimpul-
kan bahwa bisnis merupakan kegiatan yang dilakukan oleh sebuah organisasi 
untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan menciptakan barang atau 
jasa yang diperlukan. Bisnis berfungsi sebagai jembatan antara penyedia dan 
konsumen, dengan memproduksi dan menyediakan produk atau layanan 
yang relevan dan bermanfaat. Melalui proses ini, bisnis tidak hanya mencari 
laba, tetapi juga berperan dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dan 
ekonomi, serta mendorong perkembangan kualitas hidup yang lebih baik 
bagi individu dan komunitas secara keseluruhan.

Jenis-Jenis Bisnis
Ada banyak jenis bisnis yang ada di dunia ini, dan keberagaman tersebut 
menyebabkan bisnis dapat dikelompokkan dalam berbagai kategori berda-
sarkan berbagai kriteria. Setiap jenis bisnis memiliki karakteristik, tujuan, dan 
operasional yang unik, yang mencerminkan kebutuhan pasar dan strategi 
yang diterapkan. Jenis-jenis bisnis dapat diklasifikasikan berdasarkan struktur 
pasar dan dominasi pelaku usaha di dalamnya seperti monopsoni, oligopoli, 
oligopsoni, dan monopoli, yang masing-masing menunjukkan bagaimana 
kekuatan pasar dan pengaruh pelaku usaha dapat mempengaruhi harga dan 
persaingan. Berikut adalah empat jenis bisnis berdasarkan struktur pasar dan 
dominasi pelaku usaha di dalamnya:
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1.	 Monopsoni
Monopsoni adalah keadaan di mana satu pelaku usaha menguasai 
penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan/
atau jasa dalam suatu pasar komoditas. Fenomena ini sering terjadi di 
sektor-sektor tertentu seperti perkebunan dan industri hewan potong, 
di mana posisi tawar menawar petani atau pemasok menjadi sangat 
lemah. Dalam konteks ini, monopoli dapat terjadi ketika satu entitas 
mengontrol keseluruhan rantai pasokan atau distribusi suatu produk, 
termasuk penetapan harga dan pengaturan pasar. 

Praktik monopoli tidak selalu dilarang jika dilakukan dalam 
kerangka yang adil, seperti dalam kasus monopoli alami (natural mono-
poly), di mana penguasaan pasar oleh satu pelaku usaha mungkin 
merupakan hal yang efisien dan menguntungkan secara ekonomi, 
seperti pada infrastruktur publik yang memerlukan investasi besar dan 
tidak layak untuk pesaing. Namun, ketika pemusatan kekuatan ekonomi 
dilakukan dengan cara yang merugikan kepentingan umum, hal ini 
menjadi bentuk persaingan usaha yang tidak sehat (Suhasril, 2010: 25).

Dalam situasi tersebut, pemilik monopoli memiliki hak eksklusif 
untuk mengendalikan pengadaan, penjualan, dan pembelian barang, 
serta menentukan harga tanpa adanya alternatif dari pihak lain. Hal ini 
menciptakan situasi di mana konsumen tidak memiliki pilihan lain, 
dan harga ditentukan secara sepihak oleh pelaku usaha yang dominan. 
Kondisi ini sangat merugikan masyarakat, karena mereka terpaksa 
menerima harga yang telah ditetapkan tanpa adanya kompetisi yang 
dapat menekan harga atau meningkatkan kualitas barang dan jasa.

Praktik monopoli dapat menghambat pengembangan kegiatan 
usaha suatu negara. Ketika pasar didominasi oleh satu pelaku usaha 
atau kelompok, inovasi dan persaingan menjadi terhambat, yang pada 
gilirannya dapat mengurangi efisiensi ekonomi dan memperlambat 
pertumbuhan sektor industri. Monopoli dapat menciptakan hambatan 
untuk masuknya pelaku usaha baru ke pasar dan mengurangi dinamika 
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persaingan, yang seharusnya dapat mendorong peningkatan kualitas 
dan penurunan harga bagi konsumen. 

2.	 Pasar Oligopoli
Pasar oligopoli adalah bentuk pasar di mana persaingan tidak sempurna 
terjadi karena penawaran satu jenis barang dikuasai oleh sejumlah 
perusahaan yang terbatas. Biasanya, jumlah perusahaan dalam pasar 
oligopoli lebih dari dua tetapi kurang dari sepuluh, menciptakan sebuah 
struktur pasar di mana setiap pelaku usaha memiliki pengaruh signifi-
kan terhadap harga dan kondisi pasar. Dalam pasar oligopoli, perusa-
haan-perusahaan yang ada cenderung membuat keputusan berdasarkan 
perkiraan tentang bagaimana pesaing mereka akan bereaksi. 

Keberhasilan dalam pasar oligopoli sering kali bergantung pada 
kemampuan perusahaan untuk mengelola skala ekonomi secara efektif, 
yang memberikan mereka efisiensi operasional dan kekuatan dalam 
promosi penjualan. Dengan meningkatkan efisiensi dan daya tarik pasar 
mereka, perusahaan-perusahaan oligopoli dapat memperbesar pangsa 
pasar mereka dalam jangka panjang. Praktik oligopoli sering digunakan 
sebagai strategi untuk menghalangi masuknya perusahaan-perusahaan 
baru ke pasar (Marina dan Fatihudin, 2008: 6).

Dengan mengatur harga dan kebijakan yang membatasi persaingan, 
perusahaan-perusahaan oligopoli dapat menikmati laba yang stabil 
tanpa tekanan kompetitif yang signifikan. Tujuan dari praktek ini adalah 
untuk menetapkan harga jual dalam rentang yang tidak terlalu tinggi, 
sehingga menghindari kompetisi harga yang intens di antara pelaku 
usaha. Berdasarkan produk yang diperdagangkan, pasar oligopoli dapat 
dibedakan menjadi dua jenis yaitu pasar oligopoli murni dan pasar 
oligopoli dengan pembedaan. 
a.	 Pasar Oligopoli Murni

Dalam pasar jenis ini, produk yang dijual tidak memiliki perbedaan 
signifikan antara satu dengan yang lainnya, sehingga para konsu-
men melihat produk tersebut sebagai substitusi sempurna. Contoh 
yang jelas dari pasar oligopoli murni adalah industri air mineral 
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dalam kemasan dan semen. Dalam industri ini, meskipun terda-
pat beberapa perusahaan yang beroperasi, produk yang mereka 
tawarkan tidak memiliki banyak perbedaan dari segi kualitas atau 
karakteristik. 

Perusahaan-perusahaan dalam pasar oligopoli murni bersaing 
terutama dalam hal harga, karena produk yang mereka tawar-
kan bersifat identik. Dalam pasar ini, harga sering kali ditentukan 
melalui kesepakatan bersama untuk menjaga stabilitas pasar dan 
menghindari perang harga yang merugikan. Strategi ini memas-
tikan bahwa harga tetap stabil dan menguntungkan bagi semua 
pelaku usaha, mencegah fluktuasi harga yang drastis dan menjaga 
keuntungan dalam jangka panjang.

b.	 Pasar Oligopoli Dengan Pembedaan
Pasar oligopoli dengan pembedaan atau differentiated oligopoly 
adalah bentuk pasar di mana beberapa perusahaan mendominasi 
penawaran barang atau jasa yang memiliki fitur berbeda di mata 
konsumen. Dalam pasar ini, meskipun terdapat beberapa pelaku 
usaha utama, produk yang dipasarkan memiliki karakteristik yang 
unik, memungkinkan setiap perusahaan untuk menonjolkan perbe-
daan dari pesaingnya. Contoh dari pasar oligopoli dengan pembe-
daan adalah industri sepeda motor di Indonesia, yang dikuasai oleh 
merek-merek terkenal seperti Honda, Yamaha, dan Suzuki. 

Perusahaan-perusahaan bersaing tidak hanya berdasarkan 
harga tetapi juga pada aspek diferensiasi produk, seperti inovasi 
teknologi, desain, dan layanan purna jual. Setiap perusahaan beru-
saha untuk menciptakan nilai tambah yang membedakan produk-
nya dari yang lain, yang memungkinkan mereka untuk menetapkan 
harga yang lebih tinggi dan memperluas pangsa pasar mereka. 
Kompetisi dalam pasar ini cenderung lebih kompleks karena meli-
batkan berbagai strategi pemasaran dan pengembangan produk 
untuk menarik konsumen dan menjaga posisi mereka di pasar 
(Marina dan Fatihudin, 2008: 7).
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Kedua jenis pasar oligopoli ini menunjukkan bagaimana struktur 
pasar dapat mempengaruhi cara perusahaan beroperasi dan bersaing, 
serta bagaimana konsumen berinteraksi dengan produk yang mereka 
pilih. Dengan demikian, perbedaan dalam struktur pasar oligopoli 
berdampak signifikan pada strategi perusahaan dan pengalaman konsu-
men.

3.	 Oligopsoni
Oligopsoni, seperti yang didefinisikan oleh Penson, adalah pasar di mana 
hanya ada beberapa pedagang yang menguasai pembelian sumber daya 
penting, dan penguasaan ini dapat mempengaruhi harga pasar sumber 
daya tersebut. Dalam struktur oligopsoni, beberapa pedagang dominan 
memiliki kekuatan signifikan untuk mengatur harga dan kondisi pasar, 
sehingga pengaruh mereka sangat besar terhadap keseimbangan pasar. 
Oligopsoni biasanya melibatkan dua jenis tindakan oleh para pedagang. 

a.	 Dalam upaya persaingan, pedagang berusaha untuk mengalah-
kan pesaing mereka dengan menerapkan berbagai strategi untuk 
meraih keuntungan maksimal. Proses ini adalah siklus berkelan-
jutan di mana setiap pedagang mencari cara untuk menonjol dan 
mendapatkan pangsa pasar yang lebih besar dibandingkan dengan 
kompetitor mereka.

b.	 Kesepakatan antar pedagang merupakan tindakan lain yang sering 
dilakukan dalam pasar oligopsoni. Dalam hal ini, pedagang cende-
rung melakukan kerjasama untuk memaksimalkan keuntungan 
bersama. Melalui kerjasama, pedagang dapat menetapkan harga 
yang lebih tinggi dan mengurangi persaingan yang dapat mengu-
rangi keuntungan mereka. Kesepakatan semacam ini memungkin-
kan mereka untuk mengendalikan pasar dengan lebih efektif dan 
mendapatkan keuntungan yang lebih besar daripada jika mereka 
bertindak secara independen. 
Selain itu, pasar oligopoli dapat dibagi menjadi dua tipe berda-

sarkan karakteristik produk yang ditawarkan: impure oligopoly dan 
pure oligopoly. Impure oligopoly adalah pasar di mana produk yang 
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diperdagangkan memiliki diferensiasi yang jelas, seperti dalam industri 
sepeda motor di mana berbagai merek menawarkan produk dengan 
fitur berbeda. 

Sedangkan pure oligopoly terjadi ketika produk yang diperdagang-
kan bersifat homogen atau identik, seperti dalam industri semen, di 
mana kompetisi lebih banyak dilakukan melalui harga. Perkembangan 
teknologi juga mempengaruhi dinamika pasar oligopoli dengan mempe-
ngaruhi cara produk berkembang dan persaingan berlangsung, membe-
rikan ciri tersendiri pada setiap tipe pasar oligopoli (Firmansyah dkk, 
2021: 494—495).

4.	 Pasar Monopoli
Pengertian monopoli menurut Undang-Undang anti monopoli meng-
acu pada penguasaan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau 
penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau kelompok pelaku 
usaha. Istilah “monopoli” berasal dari bahasa Yunani, yakni monos 
polein, yang berarti “menjual sendirian.” Konsep ini menggambarkan 
situasi di mana seluruh output industri diproduksi dan dijual oleh satu 
perusahaan tunggal. Dalam kasus ini, perusahaan tersebut memiliki 
kekuatan untuk mengatur harga, yang dikenal sebagai price maker. 

Di Indonesia, contoh perusahaan yang beroperasi dalam bentuk 
monopoli termasuk PLN (Perusahaan Listrik Negara), PAM (Perusahaan 
Air Minum), TELKOM (PT Telekomunikasi Indonesia), dan PT KAI 
(Kereta Api Indonesia), yang masing-masing menguasai sektor-sektor 
kritikal dalam penyediaan listrik, air, telekomunikasi, dan transpor-
tasi kereta api. Monopoli ini, meskipun memberikan efisiensi dalam 
beberapa kasus, juga dapat menimbulkan masalah seperti kurangnya 
pilihan bagi konsumen dan potensi penyalahgunaan kekuasaan pasar 
(Pracoyo, 2006: 217).

Pasar monopoli adalah bentuk pasar di mana satu produsen tunggal 
menguasai seluruh pasar untuk suatu barang atau jasa. Dalam struktur 
pasar ini, hanya ada satu penjual yang mengendalikan semua penawaran 
dan, oleh karena itu, memiliki kekuatan mutlak dalam menentukan 
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harga dan kondisi pasar. Individu atau entitas yang memegang posisi 
dominan ini dikenal sebagai monopolist. Keberadaan monopoli dapat 
menghilangkan persaingan, yang seharusnya memberikan keuntungan 
kepada konsumen dalam bentuk harga yang lebih baik dan kualitas 
layanan yang lebih tinggi. Tanpa adanya persaingan, perusahaan mono-
poli tidak memiliki insentif untuk meningkatkan kualitas layanan atau 
menurunkan harga, karena konsumen tidak memiliki alternatif lain.

Idealnya, pasar yang sehat adalah pasar di mana penjual dan 
pembeli memiliki akses informasi yang sama tentang barang yang diper-
dagangkan. Ketika kedua belah pihak memiliki informasi yang setara, 
transaksi dapat dilakukan secara adil dan transparan, meminimalkan 
risiko penipuan atau kesalahan. Namun, dalam situasi pasar monopoli, 
ketidakseimbangan informasi sering terjadi, di mana konsumen mung-
kin tidak memiliki akses penuh atau memadai untuk menilai kualitas 
produk yang ditawarkan. 

Dalam kasus seperti ini, harga sering menjadi satu-satunya ukuran 
yang tersedia bagi konsumen untuk menilai nilai produk, yang dapat 
menyebabkan ketidakpuasan jika harga tidak mencerminkan kualitas 
sebenarnya. Oleh karena itu, dalam pasar monopoli, perlunya regulasi 
yang efektif untuk melindungi konsumen dan memastikan informasi 
yang memadai sangat penting untuk menciptakan pasar yang lebih adil 
dan berfungsi dengan baik (Malaka, 2014: 39).

Tujuan dan Fungsi Bisnis
Bagi para wiraswasta atau pengusaha, tujuan utama dalam berbisnis adalah 
mengelola bahan mentah atau input tertentu untuk menghasilkan produk 
atau layanan yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen. Proses 
ini melibatkan konversi berbagai sumber daya menjadi barang konkret atau 
jasa abstrak yang dirancang untuk memenuhi permintaan pasar. Melalui 
pengelolaan yang efisien dan efektif, pengusaha berusaha menciptakan nilai 
tambah yang dapat menarik konsumen dan memenuhi standar kualitas yang 
diharapkan. 
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Namun, di sisi lain, tujuan utama dari sebuah perusahaan adalah 
memperoleh laba maksimum. Laba maksimum bukan hanya sekadar target 
finansial, tetapi merupakan indikator utama dari keberhasilan perusahaan 
dalam menjalankan operasionalnya. Laba ini diperoleh dari penjualan atau 
penyediaan produk dan layanan kepada konsumen, dan menjadi bukti bahwa 
perusahaan telah berhasil dalam mengelola proses produksi, distribusi, dan 
pelayanan (Hidayat dkk, 2021: 193—194).

Laba yang diperoleh tidak hanya mencerminkan kesuksesan bisnis 
secara keseluruhan tetapi juga berfungsi sebagai pendorong utama dalam 
merumuskan dan melaksanakan strategi perusahaan. Setiap keputusan 
bisnis, mulai dari pemilihan bahan baku, metode produksi, hingga strategi 
pemasaran, sering kali diarahkan untuk memaksimalkan keuntungan. Selain 
itu, laba juga berperan penting dalam memastikan bahwa perusahaan dapat 
memenuhi tanggung jawab finansialnya, termasuk pembayaran utang, pajak, 
dan gaji karyawan. 

Selain itu, tujuan bisnis merupakan hasil akhir yang ingin dicapai oleh 
para pelaku bisnis dari usaha yang mereka lakukan dan menjadi cerminan 
dari berbagai hasil yang diharapkan dapat dicapai oleh berbagai bagian 
dalam organisasi perusahaan, seperti produksi, pemasaran, personalia, dan 
lainnya. Tujuan ini tidak hanya mencerminkan aspirasi perusahaan untuk 
mencapai kesuksesan jangka panjang, tetapi juga mencakup berbagai aspek 
operasional yang berkontribusi pada kinerja perusahaan secara keseluruhan. 
Dalam jangka panjang, perusahaan memiliki berbagai tujuan strategis yang 
melampaui sekadar memenuhi kebutuhan konsumen. Berikut adalah bebe-
rapa tujuan utama dari bisnis yang ingin dicapai:

1.	 Market Standing
Market standing adalah penguasaan pasar yang menjadi faktor krusial 
bagi perusahaan dalam meraih keberhasilan jangka panjang. Dengan 
memiliki posisi dominan di pasar, perusahaan tidak hanya dapat 
memastikan pendapatan penjualan yang stabil, tetapi juga menga-
mankan profitabilitas yang berkelanjutan. Penguasaan pasar yang solid 
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memungkinkan perusahaan untuk menetapkan harga, menarik konsu-
men, dan menghadapi pesaing dengan lebih efektif. 

Dalam jangka panjang, market standing berfungsi sebagai jaminan 
bahwa perusahaan akan tetap relevan dan kompetitif, mengoptimalkan 
peluang untuk pertumbuhan dan ekspansi. Sebagai hasilnya, perusahaan 
dapat menciptakan fondasi yang kuat untuk keberhasilan finansial dan 
operasional, serta memastikan kelangsungan usaha dalam menghadapi 
perubahan dinamika pasar.

2.	 Innovation
Menurut Miles, inovasi adalah bentuk khusus dari kategori lebih luas 
yang dikenal sebagai “perubahan.” Dalam pengertian umum, inovasi 
dapat dipahami sebagai sebuah proses yang disengaja, membawa elemen 
baru, dan mencakup perubahan spesifik yang dirancang untuk mencapai 
tujuan tertentu dengan cara yang lebih efektif. Proses ini melibatkan 
pemikiran yang mendalam dan perencanaan strategis untuk memas-
tikan bahwa perubahan yang dilakukan benar-benar bermanfaat dan 
relevan dalam konteks pencapaian tujuan yang diinginkan (Kristiawan 
dkk, 2018: 4—5).

Inovasi dalam produk, baik berupa barang maupun jasa, serta 
dalam hal keahlian, merupakan faktor krusial dalam menciptakan nilai 
tambah dan membedakan diri dari pesaing di pasar. Contoh yang jelas 
dari hal ini adalah pengembangan produk seperti shampoo 2 in 1, yang 
tidak hanya menambah kepraktisan penggunaan tetapi juga menarik 
perhatian konsumen dengan fitur inovatif yang belum ada sebelum-
nya. Inovasi semacam ini mencakup berbagai aspek, mulai dari proses 
pembuatan hingga teknologi yang mendukungnya, yang pada gilirannya 
memperkuat daya saing perusahaan. 

3.	 Physical and Financial Resources
Physical and financial resources merupakan dua pilar utama yang menen-
tukan kesuksesan dan pertumbuhan jangka panjang sebuah perusahaan. 
Penguasaan terhadap sumber daya fisik mencakup fasilitas produksi, 
teknologi, serta infrastruktur yang diperlukan untuk operasional 
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BAB II
BISNIS DAN LINGKUNGAN BISNIS 

Hubungan antara bisnis dan lingkungan bisnis sangat erat. Bisnis tidak 
hanya beroperasi dalam konteks lingkungan yang ada tetapi juga 

berkontribusi pada pembentukannya. Pemahaman yang mendalam tentang 
hubungan antara bisnis dan lingkungan bisnis sangat penting. Bisnis harus 
mampu beradaptasi dengan perubahan dalam lingkungan eksternal untuk 
tetap kompetitif dan berhasil. Dengan memahami lingkungan bisnis tidak 
hanya membantu perusahaan dalam merumuskan strategi yang efektif tetapi 
juga dalam menciptakan nilai yang berkelanjutan bagi seluruh pemangku 
kepentingan.
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Pihak-Pihak dalam Pengelolaan Bisnis
Pengelolaan bisnis melibatkan berbagai pihak yang memiliki peran dan tang-
gung jawab masing-masing dalam memastikan kelancaran dan keberhasilan 
operasional perusahaan. Setiap pihak berkontribusi dalam aspek berbeda dari 
pengelolaan, mulai dari pengambilan keputusan strategis hingga pelaksanaan 
operasional sehari-hari. Berdasarkan tingkat kepentingan dan keterlibatan 
mereka dalam aktivitas bisnis, sumber daya manusia (SDM) dalam bisnis 
dapat dikategorikan sebagai berikut:
1.	 Pemilik Modal

Pemilik modal berperan penting dalam ekosistem bisnis dengan menye-
diakan sumber daya finansial yang esensial bagi kelancaran operasional 
dan pertumbuhan organisasi. Individu, lembaga, atau entitas yang dika-
tegorikan sebagai pemilik modal berkontribusi dalam bentuk uang atau 
aset lainnya yang digunakan untuk mendukung berbagai aktivitas bisnis. 
Tanpa dukungan finansial ini, banyak aspek penting dari operasional 
bisnis, mulai dari produksi hingga pengembangan produk, tidak dapat 
berjalan dengan optimal.

Kehadiran pemilik modal sangat krusial karena mereka menyuplai 
dana yang dibutuhkan untuk berbagai kegiatan bisnis. Mereka dapat 
berupa investor individu yang mencari peluang untuk mendapatkan 
keuntungan dari investasi mereka, perusahaan yang melakukan inves-
tasi strategis untuk mendukung entitas lain, lembaga keuangan yang 
memberikan pinjaman atau fasilitas kredit, atau bahkan pemerintah 
yang menyediakan dukungan finansial dalam bentuk hibah atau subsidi. 
Semua bentuk investasi ini memiliki dampak signifikan terhadap 
kemampuan perusahaan untuk menjalankan dan mengembangkan 
operasionalnya. 

Dengan menyediakan modal, pemilik modal memungkinkan peru-
sahaan untuk melakukan pengadaan bahan baku yang diperlukan untuk 
produksi, membayar gaji karyawan, dan melakukan investasi dalam 
pengembangan produk atau layanan baru. Mereka juga mendukung 
pengelolaan infrastruktur dan berbagai kebutuhan operasional lainnya 
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yang esensial untuk menjaga kelancaran bisnis. Tanpa adanya dukungan 
finansial ini, perusahaan mungkin menghadapi kendala dalam meme-
nuhi kebutuhan operasionalnya, yang bisa menghambat pertumbuhan 
dan mengancam kelangsungan bisnis itu sendiri (Purwanto, 2020: 
13—14).

Kekuasaan pemilik modal dalam sebuah perusahaan merupakan 
aspek krusial yang mempengaruhi berbagai dimensi operasional dan 
strategis organisasi. Kekuasaan ini terdiri dari dua jenis dasar potensi 
kontrol yang memungkinkan pemilik modal untuk mempengaruhi dan 
mengarahkan aktivitas perusahaan dengan cara yang signifikan. 
a.	 Kekuasaan yang paling jelas adalah kemampuan untuk mengatur 

output dari divisi-divisi perusahaan secara langsung. Pemilik modal 
dapat melakukan intervensi dalam operasi sehari-hari dengan cara 
yang sangat terperinci. Hal ini termasuk menetapkan tujuan dan 
standar operasional yang harus dipatuhi oleh berbagai departemen. 
Dalam konteks ini, pemilik modal memiliki wewenang untuk 
mengarahkan dan mengontrol bagaimana divisi-divisi menjalankan 
aktivitas mereka, apakah melalui penetapan kebijakan, perubahan 
proses, atau keputusan strategis. 

b.	 Kekuasaan untuk menunjuk staf manajerial dan editorial yang 
bertanggung jawab untuk melaksanakan tujuan-tujuan tersebut 
dalam batasan yang telah ditetapkan. Proses ini sering kali meli-
batkan alokasi keseluruhan sumber daya yang diperlukan untuk 
mencapai target yang telah ditentukan. Dengan kata lain, pemilik 
modal tidak hanya terlibat dalam perencanaan jangka panjang tetapi 
juga dalam pengelolaan operasional sehari-hari untuk memastikan 
bahwa seluruh bagian perusahaan berfungsi sesuai dengan visi dan 
misi yang telah ditetapkan (Istarno, 2016: 65).

Dengan demikian, kekuasaan pemilik modal dalam sebuah peru-
sahaan bukan hanya terbatas pada pengaruh langsung terhadap opera-
sional, tetapi juga mencakup pengaruh strategis yang signifikan yang 
dapat menentukan masa depan perusahaan. Melalui kekuasaan ini, 
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mereka memainkan peran penting dalam memastikan bahwa perusa-
haan tidak hanya beroperasi secara efisien tetapi juga bergerak menuju 
tujuan jangka panjang yang berkelanjutan dan sukses.

2.	 Manajer
Dalam setiap organisasi, baik itu perusahaan, lembaga non-profit, atau 
institusi pemerintah, terdapat individu yang memegang tanggung jawab 
utama dalam mengarahkan usaha dan mengelola berbagai aspek opera-
sional untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Individu ini dike-
nal sebagai manajer. Peran manajer sangat krusial karena mereka adalah 
kunci utama dalam memastikan bahwa semua kegiatan yang dilakukan 
oleh organisasi selaras dengan tujuan yang ingin dicapai.

Manajer memiliki tanggung jawab yang luas dan mendalam, mulai 
dari perencanaan strategis hingga pelaksanaan operasional sehari-hari. 
Mereka tidak hanya mengatur bagaimana sumber daya digunakan, tetapi 
juga memotivasi dan mengarahkan tim kerja untuk berkontribusi secara 
efektif terhadap pencapaian tujuan organisasi. Dalam konteks ini, mana-
jer berfungsi sebagai penghubung antara visi dan misi organisasi dengan 
implementasi praktis di lapangan. Mereka bertugas untuk memastikan 
bahwa setiap departemen atau unit dalam organisasi bekerja secara 
harmonis dan efisien untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Peran manajer mencakup berbagai fungsi penting seperti perenca-
naan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Perencanaan 
melibatkan penetapan tujuan dan strategi yang akan digunakan untuk 
mencapainya, sedangkan pengorganisasian berfokus pada pengaturan 
sumber daya dan struktur organisasi agar mendukung pelaksanaan 
rencana tersebut. Pengarahan mencakup bimbingan dan motivasi terha-
dap anggota tim, serta komunikasi yang efektif untuk memastikan 
bahwa semua orang memahami peran mereka dan bagaimana kontri-
busi mereka berhubungan dengan tujuan keseluruhan. Pengendalian 
adalah proses memantau dan mengevaluasi hasil untuk memastikan 
bahwa kegiatan tetap pada jalur yang benar dan membuat penyesuaian 
yang diperlukan.
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Manajer juga harus mampu menghadapi tantangan dan masalah 
yang muncul selama perjalanan organisasi menuju tujuannya. Manajer 
perlu memiliki keterampilan problem-solving yang baik untuk menga-
tasi hambatan yang mungkin mengganggu jalannya operasi. Selain itu, 
manajer harus beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di lingkungan 
internal maupun eksternal organisasi, dan membuat keputusan yang 
tepat berdasarkan informasi yang tersedia. Keberhasilan manajer dalam 
menjalankan fungsi-fungsi ini akan sangat mempengaruhi efektivitas 
organisasi dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan (Triyono, 
2010: 2).

3.	 Tenaga Kerja
Tenaga adalah individu yang bersedia atau sanggup bekerja, baik untuk 
kepentingan pribadi maupun untuk keluarga, baik secara langsung 
menerima upah maupun tidak. Hal ini termasuk mereka yang terlibat 
dalam pekerjaan formal, seperti pekerja yang menerima gaji dari perusa-
haan, serta mereka yang terlibat dalam kegiatan non-upah seperti kerja 
keluarga atau usaha kecil yang tidak selalu menghasilkan pendapatan 
tetap.

Menurut Simanjuntak, tenaga kerja diartikan sebagai kelompok 
penduduk yang berada dalam usia kerja dan memiliki kemampuan 
untuk bekerja atau melakukan kegiatan ekonomis. Kelompok ini berpe-
ran dalam perekonomian dengan memproduksi barang dan jasa yang 
diperlukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Tenaga kerja 
tidak hanya mencakup mereka yang terlibat dalam pekerjaan bergaji, 
tetapi juga mereka yang berkontribusi pada kegiatan ekonomi yang 
mendukung kehidupan sehari-hari, seperti para petani, pengrajin, atau 
pengusaha kecil.

Tenaga kerja menyediakan berbagai keterampilan dan keahlian 
yang diperlukan untuk mengubah sumber daya menjadi barang dan 
jasa yang bermanfaat. Mereka terlibat dalam berbagai aspek dari kegi-
atan ekonomis, mulai dari perencanaan dan pengorganisasian hingga 
pelaksanaan dan evaluasi. Dalam hal ini, tenaga kerja berfungsi sebagai 
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penghubung antara ide atau rencana bisnis dan realisasi praktis di 
lapangan. Mereka juga berperan dalam inovasi dan peningkatan efisi-
ensi, yang berkontribusi pada pertumbuhan dan perkembangan sektor 
ekonomi.

Selain itu, tenaga kerja memiliki dampak signifikan pada produkti-
vitas dan kualitas produk atau layanan yang dihasilkan. Kualitas tenaga 
kerja, termasuk keterampilan, pengetahuan, dan motivasi mereka, dapat 
mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan 
dan memenuhi kebutuhan pasar. Oleh karena itu, pengelolaan tenaga 
kerja yang efektif menjadi aspek penting dalam mencapai keberhasilan 
bisnis (Tambunan, 2002: 78).

4.	 Konsumen
Konsumen berasal dari kata consumer dalam bahasa Inggris-Amerika 
atau consument/konsument dalam bahasa Belanda, secara harfiah meru-
juk pada setiap individu yang menggunakan barang atau jasa. Dalam 
konteks ini, istilah consumer menggambarkan peran seseorang yang 
mengonsumsi produk atau layanan yang tersedia di pasar. Tujuan dan 
cara penggunaan barang atau jasa oleh konsumen akan menentukan 
kategori konsumen mana yang termasuk dalam kelompok tersebut, 
seperti apakah mereka menggunakan produk untuk kebutuhan pribadi, 
bisnis, atau lainnya (Nasution, 2006: 21).

Kelompok konsumen merupakan sasaran utama bagi organisasi 
bisnis dalam proses perancangan, produksi, dan pemasaran produk 
atau layanan mereka. Untuk mencapai kesuksesan dalam pasar yang 
kompetitif, perusahaan harus memiliki pemahaman yang mendalam 
tentang kebutuhan, preferensi, dan perilaku konsumen. Dengan infor-
masi ini, perusahaan dapat menciptakan produk yang tidak hanya 
memenuhi harapan tetapi juga relevan dengan keinginan pasar yang 
terus berkembang. 

Pemahaman yang mendalam ini memerlukan upaya yang signifi-
kan, termasuk riset pasar yang komprehensif, analisis tren konsumen, 
serta respons terhadap umpan balik yang diberikan oleh konsumen 
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mengenai produk atau layanan yang telah mereka gunakan. Riset pasar 
adalah langkah awal yang krusial dalam memahami apa yang dibu-
tuhkan konsumen. Proses ini melibatkan pengumpulan data melalui 
survei, wawancara, dan observasi untuk mengidentifikasi tren dan pola 
yang ada di pasar. Perusahaan dapat mengetahui preferensi konsumen 
dan mengidentifikasi area di mana produk atau layanan mereka bisa 
diperbaiki. 

Respons terhadap umpan balik konsumen juga merupakan aspek 
penting dalam proses ini. Umpan balik yang diberikan oleh konsumen 
setelah menggunakan produk atau layanan dapat memberikan wawasan 
berharga mengenai kekuatan dan kelemahan produk tersebut. Dengan 
mendengarkan dan merespons umpan balik ini, perusahaan tidak hanya 
dapat memperbaiki produk yang ada tetapi juga dapat menginformasi-
kan pengembangan produk baru yang lebih sesuai dengan kebutuhan 
konsumen. 

Kesuksesan bisnis sering kali bergantung pada sejauh mana peru-
sahaan dapat memahami dan memenuhi kebutuhan serta keinginan 
konsumen mereka. Organisasi yang mampu mengintegrasikan pema-
haman mendalam tentang konsumen ke dalam strategi mereka cende-
rung lebih sukses dalam menciptakan produk yang disukai dan meme-
nuhi harapan pasar (Nasution, 2023: 18).

Dengan memahami dan menghargai kontribusi dari setiap pihak ini, 
perusahaan dapat memastikan bahwa semua aspek operasional berjalan 
dengan harmonis, meningkatkan efisiensi, dan mencapai tujuan bisnis secara 
keseluruhan. Pengelolaan yang efektif dari semua pihak ini adalah kunci 
untuk kesuksesan dan pertumbuhan yang berkelanjutan dalam dunia bisnis.

Tingkatan Partisipasi Bisnis
Tingkatan partisipasi bisnis mencerminkan berbagai tahap keterlibatan dan 
ekspansi yang dilalui oleh perusahaan dalam lingkungan ekonomi global. 
Tingkatan-tingkatan ini menunjukkan bagaimana perusahaan berkembang 
dari operasional yang terbatas secara lokal menuju jangkauan yang lebih 
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luas secara internasional dan global. Berikut adalah penjelasan mendalam 
mengenai tingkatan-tingkatan tersebut:
1.	 Bisnis Domestik

Bisnis domestik merujuk pada aktivitas perdagangan dan operasional 
yang terbatas dalam lingkup suatu negara atau wilayah tertentu. Berbeda 
dengan bisnis internasional yang beroperasi di pasar global, bisnis 
domestik hanya berfokus pada pasar dalam negeri. Perusahaan yang 
memilih untuk tetap pada ranah domestik sering kali melakukannya 
karena berbagai alasan yang berkaitan dengan risiko dan tantangan 
yang menyertai ekspansi ke pasar internasional.

Salah satu alasan utama mengapa banyak bisnis domestik memilih 
untuk beroperasi hanya dalam negeri adalah untuk menghindari berba-
gai tantangan yang terkait dengan memasuki pasar global. Masuk ke 
pasar internasional dapat melibatkan risiko signifikan, seperti adanya 
batas perdagangan dan tarif bea cukai yang dapat meningkatkan biaya 
operasional dan harga produk di pasar luar negeri. Selain itu, perbedaan 
undang-undang di berbagai negara dapat menciptakan kerumitan dalam 
hal kepatuhan hukum dan peraturan, yang memerlukan penyesuaian 
strategi bisnis dan administrasi (Sudiantini, 2022: 3).

Perbedaan bahasa dan budaya juga menjadi faktor yang menantang 
dalam ekspansi internasional. Ketika beroperasi di pasar luar negeri, 
perusahaan harus mampu beradaptasi dengan norma-norma budaya 
lokal dan memahami preferensi serta kebiasaan konsumen yang berbeda. 
Hal ini dapat mempengaruhi strategi pemasaran, pengembangan 
produk, dan interaksi dengan pelanggan. Terlebih lagi, faktor-faktor 
ini sering kali memerlukan investasi tambahan dalam pelatihan staf 
dan pengembangan materi pemasaran yang sesuai dengan pasar target.

Selain itu, risiko politik dan ekonomi di negara-negara asing dapat 
mempengaruhi stabilitas dan keberhasilan operasional perusahaan. 
Ketidakstabilan politik, perubahan kebijakan ekonomi, dan fluktuasi 
mata uang dapat menambah ketidakpastian dan mempengaruhi profi-
tabilitas. Oleh karena itu, banyak perusahaan domestik memilih untuk 
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fokus pada pasar lokal, di mana mereka merasa lebih mampu mengelola 
risiko dan memanfaatkan peluang yang ada dengan lebih efisien.

Meskipun bisnis domestik mungkin tampak lebih terbatas diban-
dingkan dengan bisnis internasional, ada keuntungan signifikan dalam 
hal pemahaman pasar yang mendalam dan kemampuan untuk menye-
suaikan produk serta layanan dengan kebutuhan lokal. Dengan fokus 
pada pasar domestik, perusahaan dapat membangun hubungan yang 
kuat dengan konsumen lokal dan mengembangkan keunggulan kompe-
titif yang relevan dengan konteks pasar mereka. 

2.	 Bisnis Internasional
Bisnis internasional mencakup aktivitas ekonomi yang melampaui 
batas-batas negara, mencakup berbagai jenis kegiatan yang dilakukan 
antara negara yang satu dengan negara lainnya. Definisi bisnis inter-
nasional tidak terbatas pada perdagangan internasional semata, tetapi 
juga mencakup berbagai sektor industri seperti pemanufakturan di luar 
negeri, serta industri jasa yang berkembang di berbagai bidang seperti 
transportasi, pariwisata, perbankan, periklanan, konstruksi, perda-
gangan eceran, perdagangan besar, dan komunikasi massa. 

Dalam bisnis internasional, aktivitas yang dilakukan melibatkan 
berbagai bentuk transaksi lintas batas, di mana barang dan jasa diper-
tukarkan antara negara-negara yang berbeda. Kegiatan ini mencakup 
tidak hanya ekspor dan impor barang, tetapi juga penyediaan layanan 
dan investasi di pasar luar negeri. Oleh karena itu, bisnis internasional 
berperan penting dalam menghubungkan ekonomi-ekonomi nasional 
dan menciptakan peluang untuk pertumbuhan serta diversifikasi bagi 
perusahaan-perusahaan yang terlibat (Gumilar, 2018: 142).

Perdagangan internasional berperan penting dalam memenuhi 
kebutuhan sehari-hari manusia. Proses ini melibatkan pedagang yang 
bertanggung jawab untuk menyalurkan barang-barang dari produsen 
kepada konsumen. Dalam konteks global, perdagangan tidak lagi terba-
tas pada transaksi di dalam satu negara, melainkan telah berkembang ke 
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BAB III
RISIKO DALAM BISNIS

Dalam dunia bisnis, risiko merupakan bagian tak terpisahkan dari setiap 
kegiatan dan keputusan yang diambil. Risiko dalam bisnis mengacu 

pada kemungkinan terjadinya kejadian yang dapat mempengaruhi penca-
paian tujuan perusahaan, baik secara positif maupun negatif. Memahami 
dan mengelola risiko dengan baik adalah krusial untuk memastikan kelang-
sungan dan pertumbuhan usaha.

Konsep Risiko
Risiko adalah konsep yang merujuk pada bahaya, akibat, atau konsekuensi 
yang mungkin timbul akibat suatu proses yang sedang berlangsung atau 
peristiwa yang akan datang. Dalam konteks ini, risiko mengandung elemen 
ketidakpastian yang terkait dengan kemungkinan terjadinya kejadian yang 
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dapat mempengaruhi hasil akhir dari suatu kegiatan. Dalam berbagai aspek 
kehidupan dan bisnis, risiko selalu hadir dan mempengaruhi keputusan serta 
strategi yang diambil. 

Menurut Philip Best (2004), risiko adalah potensi kerugian finansial yang 
dapat terjadi baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam konteks 
perbankan, risiko merujuk pada kemungkinan kerugian yang muncul akibat 
perubahan kondisi yang mempengaruhi operasi bank, seperti risiko kredit, 
pasar, likuiditas, dan operasional. Peraturan Bank Indonesia (PBI) mende-
finisikan risiko bisnis bank sebagai risiko yang terkait dengan pengelolaan 
bank sebagai perantara keuangan. Pengelolaan risiko yang efektif sangat 
penting untuk memastikan stabilitas keuangan bank, melindungi kepen-
tingan nasabah, dan menjaga integritas sistem keuangan secara keseluruhan 
(Rivai, 2013: 56—57).

Secara umum, risiko didefinisikan sebagai kombinasi antara konseku-
ensi dan probabilitas atau ketidakpastian yang terkait dengan suatu peristiwa. 
Hal ini berarti bahwa risiko melibatkan potensi untuk terjadinya peristiwa 
yang dapat membawa dampak buruk atau baik, dengan hasil yang mungkin 
tidak diketahui atau tidak pasti. Risiko dapat mempengaruhi keputusan 
dan tindakan yang diambil oleh organisasi, karena manajer perlu menilai 
kemungkinan hasil yang berbeda dan merencanakan cara untuk menghadapi 
hasil tersebut.

Risiko juga sering kali dipahami sebagai triplet aktif yang mencakup 
nilai, ancaman, dan kerentanan. Nilai merujuk pada pentingnya tujuan 
atau aset yang terpengaruh oleh risiko, ancaman adalah potensi bahaya 
yang dapat menyebabkan kerugian, dan kerentanan adalah kelemahan yang 
membuat organisasi lebih rentan terhadap ancaman tersebut. Pendekatan ini 
membantu dalam pemahaman yang lebih baik tentang risiko dan bagaimana 
mengelolanya dengan efektif (Kristian dkk, 2022: 1).

Manajemen risiko organisasi merupakan suatu sistem pengelolaan 
risiko yang dirancang untuk menangani berbagai risiko yang dihadapi oleh 
organisasi secara menyeluruh dengan tujuan utama meningkatkan nilai 
perusahaan. Konsep ini melibatkan pendekatan yang komprehensif dan 
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terstruktur untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko yang 
dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Menurut James Lam, 
manajemen risiko atau enterprise risk management (ERM) adalah kerangka 
kerja yang menyeluruh dan terintegrasi yang bertujuan untuk mengelola 
risiko secara efektif, termasuk risiko kredit, risiko pasar, modal ekonomis, 
dan transfer risiko (Hairul, 2020: 3).

Jenis Risiko dalam Bisnis
Risiko bisnis adalah tingkat ketidakpastian dan potensi kerugian yang inheren 
dalam operasi perusahaan, terutama terkait dengan variabel-variabel yang 
dapat mempengaruhi stabilitas dan kinerja finansial perusahaan. Risiko ini 
mencerminkan kemungkinan terjadinya kerugian atau tantangan yang diha-
dapi perusahaan dalam menjalankan aktivitas bisnisnya. Secara umum, risiko 
bisnis dapat dikendalikan atau diminimalkan dengan beberapa faktor kunci. 

Jika perusahaan tidak menggunakan utang, risiko bisnisnya cende-
rung lebih kecil karena tidak terpengaruh oleh beban bunga dan kewajiban 
pembayaran utang yang dapat menambah tekanan finansial. Selain itu, risiko 
bisnis akan berkurang jika permintaan terhadap produk yang dihasilkan 
perusahaan tetap stabil. Ketika permintaan konsisten, perusahaan dapat 
merencanakan dan memproduksi dengan lebih efektif, mengurangi keti-
dakpastian terkait pendapatan.

Faktor lain yang mempengaruhi risiko bisnis adalah harga-harga input 
dan produk. Jika harga-harga ini tetap relatif konstan, perusahaan tidak perlu 
menghadapi fluktuasi biaya yang signifikan yang dapat mempengaruhi profi-
tabilitas. Kemampuan perusahaan untuk menyesuaikan harga-harganya jika 
terjadi peningkatan biaya juga dapat mengurangi risiko, karena perusahaan 
dapat mengalihkan biaya tambahan kepada pelanggan, menjaga margin laba 
(Farah dan Aditya, 2010: 119).

Dalam ilmu asuransi, risiko dalam bisnis dapat dibedakan menjadi dua 
kategori utama, yaitu risiko dinamis dan risiko statis. 
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1.	 Risiko Dinamis
Risiko dinamis merujuk pada risiko yang muncul sebagai akibat dari 
perkembangan dan kemajuan yang cepat dalam masyarakat, teru-
tama dalam bidang ekonomi, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Seiring 
dengan dinamika masyarakat yang terus berubah, risiko dinamis menca-
kup ketidakpastian yang timbul dari fluktuasi ekonomi, inovasi tekno-
logi, dan perubahan dalam pengetahuan ilmiah. Risiko dinamis dapat 
diklasifikasikan dalam tiga kategori, yaitu: 

a.	 Risiko Manajemen 
Risiko manajemen mencakup tiga aspek, yaitu risiko pasar, yang 
berkaitan dengan ketidakpastian harga jual produk; risiko keuangan, 
yang melibatkan keputusan mengenai pembiayaan dan penggunaan 
modal; dan risiko produksi, yang terkait dengan teknik pembuatan, 
bahan, dan mesin. Mengelola risiko-risiko ini dengan baik sangat 
penting untuk memastikan stabilitas dan keberhasilan perusahaan 
(Febriyanti, 2023: 49).

b.	 Risiko Politik 
Risiko politik dapat mempengaruhi perusahaan dan investor secara 
signifikan dengan dua tingkatan utama: risiko politik mikro dan 
risiko politik makro. Risiko politik mikro merujuk pada dampak 
perubahan kebijakan politik yang spesifik pada perusahaan atau 
sektor tertentu, sementara risiko politik makro mencakup dampak 
perubahan politik yang luas dan mempengaruhi seluruh industri 
atau semua perusahaan asing di negara tersebut (Azzahra dkk, 
2023: 52).

c.	 Risiko Inovasi 
Inovasi merupakan kunci untuk bertahan dalam persaingan pasar 
yang semakin ketat, namun di sisi lain, aspek penting yang harus 
diperhatikan dalam keberhasilan inovasi adalah faktor risiko. Setiap 
inovasi, dengan semua fitur dan keunggulannya, tidak terlepas 
dari risiko yang inheren. Daripada membiarkan risiko menjadi 
hambatan, pendekatan yang proaktif dalam manajemen risiko 
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memungkinkan perusahaan untuk mengidentifikasi, menilai, dan 
mengatasi potensi masalah sejak dini. Dengan cara ini, risiko dapat 
dikelola secara efektif, sehingga inovasi dapat berkembang dengan 
lebih lancar dan memberikan keuntungan kompetitif yang diingin-
kan (Septiani dkk, 2013: 171).

Tantangan-tantangan ini menuntut organisasi untuk mengembang-
kan strategi yang fleksibel dan responsif, serta merencanakan dengan 
teliti untuk mengantisipasi dan mengatasi potensi risiko. Tanpa strategi 
adaptif yang tepat, perusahaan mungkin menghadapi kesulitan dalam 
mempertahankan posisi pasar mereka dan memanfaatkan peluang yang 
muncul dari perubahan tersebut.

2.	 Risiko Statis
Risiko statis adalah jenis risiko yang muncul dalam keadaan masyara-
kat yang stabil dan seimbang, dan dapat bersifat murni atau spekulatif. 
Risiko murni statis meliputi ketidakpastian seperti sambaran petir, angin 
topan, atau kematian secara acak, yang tidak dapat diprediksi dan tidak 
bergantung pada keputusan manusia (Nofiana, 2010: 47). Risiko ini 
dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori yaitu risiko fundamental 
dan risiko khusus serts risiko murni dan risiko spekulatif. Adapun 
risiko-risiko tersebut sebagai berikut:

a.	 Risiko Murni dan Risiko Spekulatif
1)	 Risiko Fundamental

Risiko ini berhubungan dengan risiko yang mempengaruhi 
masyarakat secara umum atau kelompok besar. Biasanya, risiko 
fundamental mencakup risiko yang timbul dari perubahan 
besar dalam sistem ekonomi atau sosial. Contoh risiko funda-
mental termasuk risiko dinamis yang terkait dengan peru-
bahan besar dalam struktur ekonomi atau sistem sosial, serta 
risiko statis fenomenal seperti bencana alam besar (misalnya 
gempa bumi, tsunami) yang mempengaruhi banyak orang 
dan wilayah. 
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2)	 Risiko Khusus
Risiko khusus adalah jenis risiko yang muncul dari peristiwa 
individual yang bersifat mandiri dan tidak selalu terkait dengan 
bencana besar. Risiko ini dapat dikendalikan dan umumnya 
dapat diasuransikan, seperti risiko kebakaran atau pencurian, 
yang memungkinkan pemiliknya untuk menerapkan stra-
tegi mitigasi dan perlindungan yang efektif melalui asuransi 
(Nurhuda dkk, 2019: 20).

b.	 Risiko Murni dan Risiko Spekulatif
1)	 Risiko Murni (Pure Risk)

Risiko murni adalah risiko yang hanya berpotensi menim-
bulkan kerugian tanpa kemungkinan keuntungan, biasanya 
disebabkan oleh faktor alam. Dengan probabilitas terjadinya 
yang rendah namun dampak yang tinggi, seperti bencana 
alam, risiko ini memerlukan manajemen yang cermat dan 
langkah-langkah mitigasi seperti asuransi untuk melindungi 
organisasi atau perusahaan dari kerusakan besar. 

2)	 Risiko Spekulatif
Risiko spekulatif adalah risiko yang bisa menghasilkan keun-
tungan atau kerugian, tergantung pada keputusan manusia. 
Memiliki probabilitas tinggi dan dampak rendah, risiko ini 
sering muncul dalam aktivitas seperti investasi atau perda-
gangan, di mana hasilnya bergantung pada faktor-faktor yang 
dapat dikendalikan dan diprediksi (Sahamony dkk, 2021: 
4651).

Dengan memahami perbedaan antara berbagai jenis risiko, baik 
individu maupun organisasi dapat merancang dan menerapkan strategi 
yang lebih efektif untuk mengelola serta mengurangi dampak yang 
mungkin timbul. Pengenalan terhadap karakteristik risiko murni, seperti 
risiko bencana alam yang memiliki probabilitas rendah namun dampak 
tinggi, serta risiko spekulatif, yang dapat menghasilkan keuntungan atau 
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kerugian dan lebih dipengaruhi oleh keputusan manusia, memungkin-
kan pembuatan kebijakan yang lebih tepat dan responsif. 

Strategi yang didasarkan pada pemahaman ini membantu dalam 
alokasi sumber daya yang efisien, pengembangan rencana mitigasi 
yang komprehensif, dan penerapan tindakan pencegahan yang relevan, 
sehingga meminimalkan potensi kerugian dan memaksimalkan pelu-
ang dalam berbagai situasi. Dengan pendekatan yang terinformasi dan 
terencana, baik individu maupun organisasi dapat menghadapi risiko 
secara proaktif dan meningkatkan ketahanan terhadap ancaman yang 
mungkin terjadi.

Metode Pengelolaan Risiko dalam Bisnis
Pengelolaan risiko dalam bisnis merupakan proses penting yang melibatkan 
identifikasi, penilaian, dan pengendalian risiko yang dapat mempengaruhi 
operasional, keuangan, dan reputasi suatu organisasi. Metode pengelolaan 
risiko yang efektif membantu bisnis untuk menghadapi ketidakpastian dan 
meminimalkan dampak negatif sambil memanfaatkan peluang. Dalam 
pengelolaan risiko, terdapat beberapa metode yang dapat diterapkan untuk 
mengatasi berbagai jenis risiko dan meminimalkan dampaknya terhadap 
organisasi atau individu. Adapun metode pengelolaan dalam bisnis sebagai 
berikut:
1.	 Asumsi (Retensi)

Metode asumsi atau retensi risiko merupakan pendekatan yang diterap-
kan untuk risiko dengan nilai kerugian yang relatif rendah dan tidak 
memiliki dampak signifikan terhadap kondisi keuangan organisasi. 
Dalam pendekatan ini, risiko dianggap cukup kecil sehingga dapat 
diabaikan atau ditanggung langsung oleh organisasi tanpa memerlukan 
tindakan pengelolaan yang lebih kompleks (Harimurti, 2006: 54).

Metode ini berfokus pada risiko yang dampaknya dianggap tidak 
cukup besar untuk memerlukan langkah-langkah mitigasi tambahan, 
sehingga memungkinkan organisasi untuk mengalokasikan sumber 
daya dan upaya mereka ke area lain yang mungkin lebih membutuhkan 
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BAB IV
USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM)

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berperan yang sangat 
penting dalam perekonomian sebuah negara, terutama dalam mendu-

kung pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. UMKM 
sering kali mengisi celah pasar yang tidak dilayani oleh perusahaan besar, 
serta memberikan kontribusi signifikan terhadap inovasi dan keberagaman 
produk. Dengan karakteristik yang mencakup skala usaha yang lebih kecil, 
fleksibilitas, dan kapasitas untuk beradaptasi dengan cepat terhadap peru-
bahan pasar, UMKM mampu memenuhi kebutuhan lokal dan regional 
dengan cara yang lebih efisien. 
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Pengertian UMKM
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan bentuk kegiatan 
ekonomi rakyat yang beroperasi dalam skala kecil, dengan batasan yang 
ditetapkan berdasarkan kekayaan bersih, hasil penjualan tahunan, dan kepe-
milikan. UMKM adalah kategori usaha yang memenuhi kriteria tertentu 
dalam hal ukuran dan skala, yang membedakannya dari perusahaan besar. 
Kriteria ini dirancang untuk memastikan bahwa UMKM dapat beroperasi 
dengan aturan yang sesuai dengan kapasitas dan sumber daya mereka, 
serta untuk mendukung pengembangan ekonomi lokal dan inklusi sosial 
(Primiana: 2009: 11).

Joseph Schumpeter mendefinisikan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 
(UMKM) sebagai entitas yang memiliki peran krusial dalam proses inovasi 
dan kewirausahaan. UMKM sering kali beroperasi dengan tingkat risiko yang 
lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan besar, namun mereka juga 
menawarkan potensi besar untuk pertumbuhan dan perubahan ekonomi. 
Schumpeter menekankan bahwa UMKM tidak hanya berfungsi sebagai 
penyedia barang dan jasa, tetapi juga sebagai motor penggerak inovasi yang 
memperkenalkan ide-ide baru, teknologi, dan metode produksi yang dapat 
merevolusi industri. 

Menurut Warkum Sumitro (2004: 168), Usaha Mikro, Kecil, dan 
Menengah (UMKM) adalah usaha yang dijalankan oleh suatu perusahaan 
dengan jumlah tenaga kerja yang tidak melebihi 50 orang. Ukuran tenaga 
kerja merupakan salah satu faktor kunci dalam mengklasifikasikan suatu 
usaha sebagai UMKM. Dengan batasan jumlah pekerja yang relatif kecil, 
UMKM sering kali memiliki struktur organisasi yang sederhana dan proses 
operasional yang lebih fleksibel, memungkinkan mereka untuk beradaptasi 
dengan cepat terhadap perubahan pasar dan kebutuhan pelanggan. 

Menurut Kotler dan Keller, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) 
adalah jenis usaha yang beroperasi pada skala kecil atau menengah, dengan 
cenderung fokus pada pasar lokal atau segmen niche. UMKM memainkan 
peran vital dalam perekonomian dengan berfungsi sebagai pendorong 
utama inovasi dan pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal. Mereka sering 
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kali memiliki fleksibilitas yang lebih besar dibandingkan dengan perusahaan 
besar, memungkinkan mereka untuk bereksperimen dengan produk dan 
layanan baru serta menyesuaikan penawaran mereka untuk memenuhi 
kebutuhan khusus pasar lokal. 

Karakteristik UMKM
Karakteristik Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mencakup sifat 
dan kondisi faktual yang melekat pada aktivitas usaha serta perilaku peng-
usaha dalam menjalankan bisnisnya. Karakteristik ini berfungsi sebagai ciri 
pembeda utama antara berbagai skala usaha, memberikan pemahaman 
yang jelas mengenai bagaimana setiap jenis usaha beroperasi dan bagaimana 
mereka berkontribusi terhadap ekonomi. Dalam konteks ini, karakteristik 
UMKM mencakup berbagai aspek, mulai dari jumlah karyawan, struktur 
organisasi, hingga fokus pasar dan strategi bisnis.

Dalam perspektif usaha, UMKM diklasifikasikan ke dalam empat 
kelompok utama yang menggambarkan berbagai tingkat kapasitas dan 
karakteristik operasional mereka. 
1.	 UMKM sektor informal adalah jenis usaha yang beroperasi di luar ke-

rangka formal dan peraturan yang ketat. Contoh dari sektor ini ter-
masuk pedagang kaki lima, usaha rumahan, dan berbagai usaha kecil 
yang tidak terdaftar secara resmi. UMKM sektor informal berperan vi-
tal dalam perekonomian lokal. Usaha-usaha ini seringkali fleksibel dan 
dapat dengan cepat menanggapi perubahan kebutuhan pasar, menja-
dikannya komponen penting dalam mendukung ekonomi lokal dan 
memberdayakan komunitas.

2.	 UMKM Mikro adalah kategori usaha yang didominasi oleh pengrajin 
dengan keterampilan tangan namun kurang memiliki jiwa kewirau-
sahaan untuk mengembangkan usaha mereka lebih lanjut. Usaha 
Mikro ini biasanya memiliki kapasitas yang terbatas dan fokus pada 
produk atau layanan lokal dengan inovasi yang terbatas. Usaha ini 
biasanya beroperasi dengan kapasitas terbatas, fokus pada produk atau 
layanan lokal, dan cenderung memiliki tingkat inovasi yang rendah, 
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menjadikannya lebih terfokus pada pasar lokal dengan skala usaha 
yang kecil.

3.	 Usaha Kecil Dinamis adalah kelompok UMKM yang menunjukkan 
kemampuan berwirausaha secara aktif dan proaktif dalam mengem-
bangkan usahanya. Usaha ini sering terlibat dalam berbagai bentuk 
kerjasama, seperti menerima pekerjaan subkontrak dan melakukan 
ekspor, yang memungkinkan mereka untuk memperluas jangkauan 
pasar dan meningkatkan kapasitas produksi. Dengan menerapkan 
strategi bisnis yang lebih terstruktur dan memanfaatkan peluang pasar 
yang lebih luas, Usaha Kecil Dinamis memiliki potensi besar untuk 
berkembang dan tumbuh lebih jauh. 

4.	 Fast Moving Enterprise adalah kategori UMKM yang ditandai oleh 
kewirausahaan yang cakap dan kesiapan untuk bertransformasi 
menjadi usaha besar. Kelompok ini menunjukkan dinamika tinggi 
dan inovasi yang kuat, dengan kemampuan unggul dalam mengelola 
pertumbuhan secara efektif. Usaha ini sering kali memiliki visi yang 
jauh ke depan dan sumber daya yang cukup untuk meraih peluang 
besar di pasar global, menjadikannya kandidat ideal untuk menjadi 
pemain utama dalam sektor industri yang lebih besar dan lebih kompe-
titif (Rijanto, 2015: 12).

Karakteristik-karakteristik ini tidak hanya membedakan skala dan kapa-
sitas usaha, tetapi juga mempengaruhi strategi operasional dan inovasi yang 
diterapkan oleh setiap jenis UMKM. Dengan memahami karakteristik ini, 
pemangku kepentingan dapat lebih baik menilai kebutuhan dan tantangan 
yang dihadapi oleh UMKM dan mengembangkan kebijakan serta dukungan 
yang sesuai untuk memfasilitasi pertumbuhan dan keberhasilan mereka.

Asas-Asas UMKM
Asas-asas UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) adalah prinsip-prin-
sip dasar yang menjadi landasan dalam pengelolaan dan pengembangan 
usaha mikro, kecil, dan menengah. Asas-asas ini memastikan bahwa UMKM 
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beroperasi dalam kerangka yang mendukung perekonomian nasional serta 
kesejahteraan rakyat. Adapun asas-asas UMKM sebagai berikut:
1.	 Asas Kekeluargaan

Kekeluargaan merujuk pada hubungan sosial yang terjalin dalam unit 
keluarga yang kecil. Dalam keluarga, terdapat suasana kasih sayang dan 
tanggung jawab, dengan fungsi utama merawat dan melindungi anak. 
Asas kekeluargaan adalah prinsip fundamental yang mendasari pember-
dayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai elemen 
integral dari perekonomian nasional Indonesia. Prinsip ini berakar 
pada demokrasi ekonomi dan menekankan pentingnya kebersamaan, 
efisiensi berkeadilan, serta keberlanjutan dalam semua aspek kegiatan 
UMKM (Rivaie, 2011: 96).

Dengan berlandaskan pada asas ini, UMKM diharapkan dapat 
beroperasi dengan perhatian terhadap lingkungan, mengedepankan 
kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi di selu-
ruh wilayah Indonesia. Asas kekeluargaan juga mendorong kesatuan 
ekonomi nasional, yang bertujuan untuk memastikan kesejahteraan 
seluruh rakyat Indonesia secara merata dan berkelanjutan. 

2.	 Asas Demokrasi Ekonomi
Asas demokrasi ekonomi merupakan prinsip dasar dalam pemberda-
yaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang menekankan 
integrasi UMKM sebagai bagian penting dari pembangunan pereko-
nomian nasional. Dalam konteks ini, UMKM tidak hanya berfungsi 
sebagai entitas ekonomi individu, tetapi juga sebagai komponen vital 
yang mendukung struktur ekonomi nasional secara keseluruhan. 
Pemberdayaan UMKM menurut asas ini bertujuan untuk memastikan 
bahwa semua lapisan masyarakat, terutama yang berada dalam sektor 
UMKM, dapat berkontribusi secara efektif terhadap pertumbuhan 
ekonomi yang inklusif.

Penerapan asas demokrasi ekonomi berarti bahwa upaya pember-
dayaan UMKM dilakukan dengan mengedepankan prinsip-prinsip 
keadilan sosial dan pemerataan, sehingga hasil dari pembangunan 
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ekonomi tidak hanya dinikmati oleh segelintir orang atau sektor, tetapi 
juga merata ke seluruh lapisan masyarakat. Melalui pendekatan ini, 
diharapkan tercipta kesempatan yang adil bagi semua pelaku UMKM 
untuk berkembang dan berpartisipasi dalam perekonomian, yang pada 
gilirannya akan memperkuat perekonomian nasional dan meningkatkan 
kesejahteraan rakyat.

3.	 Asas Kebersamaan
Asas Kebersamaan merupakan prinsip fundamental dalam pengelo-
laan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang menekankan 
pentingnya kolaborasi dan kerjasama antara seluruh pelaku usaha 
dan dunia usaha secara umum. Asas ini berfungsi sebagai panduan 
dalam mendorong keterlibatan aktif dari semua pihak terkait dalam 
usaha untuk mencapai tujuan bersama, yaitu kesejahteraan rakyat. 
Kebersamaan bukan hanya sekadar kerja sama antara UMKM, tetapi 
juga melibatkan sinergi antara UMKM dan berbagai sektor lain-
nya, termasuk pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat luas 
(Muhammad, 2018: 449).

Dengan menerapkan asas kebersamaan, diharapkan setiap elemen 
dalam ekosistem usaha, mulai dari pelaku usaha mikro hingga peru-
sahaan besar, dapat berkontribusi secara efektif dalam pembangunan 
ekonomi yang inklusif. Kolaborasi ini mencakup berbagai bentuk kerja 
sama, seperti berbagi informasi, sumber daya, dan kesempatan bisnis 
yang dapat memperkuat posisi masing-masing pelaku usaha. Dengan 
bekerja sama, UMKM dapat memanfaatkan potensi sinergi untuk 
meningkatkan daya saing, efisiensi, dan inovasi yang pada akhirnya 
berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil dan merata.

Asas kebersamaan mendorong pembentukan jejaring dan komu-
nitas usaha yang saling mendukung dan memfasilitasi pertukaran 
pengetahuan serta pengalaman. Hal ini tidak hanya memperkuat posisi 
UMKM di pasar tetapi juga memperkuat struktur ekonomi lokal dengan 
menciptakan lingkungan bisnis yang lebih kondusif dan berkelanjutan. 
Melalui kebersamaan, berbagai tantangan yang dihadapi UMKM dapat 
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diatasi secara kolektif, dan peluang-peluang baru dapat dimanfaatkan 
bersama, sehingga memberikan dampak positif yang lebih besar bagi 
kesejahteraan rakyat secara keseluruhan.

4.	 Asas Efisiensi Berkeadilan
Asas Efisiensi Berkeadilan adalah prinsip fundamental yang menda-
sari pelaksanaan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 
(UMKM) dalam rangka menciptakan iklim usaha yang adil, kondu-
sif, dan berdaya saing. Prinsip ini menekankan pentingnya efisiensi 
dalam setiap aspek operasional dan manajerial UMKM, dengan tetap 
memperhatikan keadilan sebagai landasan utama. Efisiensi berkeadilan 
bukan hanya soal mengoptimalkan penggunaan sumber daya untuk 
mencapai hasil yang maksimal, tetapi juga melibatkan pertimbangan 
tentang bagaimana hasil tersebut dibagikan secara adil di antara semua 
pihak yang terlibat.

Implementasi asas ini bertujuan untuk menghindari ketimpangan 
dan ketidakadilan dalam pengembangan UMKM, yang sering kali 
terjadi akibat praktik bisnis yang tidak seimbang atau kebijakan yang 
tidak memperhitungkan kepentingan semua pemangku kepentingan. 
Dalam konteks ini, efisiensi berarti meningkatkan produktivitas dan 
efektivitas tanpa mengorbankan prinsip-prinsip keadilan sosial dan 
ekonomi. Sebagai contoh, pemberdayaan UMKM harus memastikan 
bahwa setiap pelaku usaha, terutama yang berada di tingkat mikro 
dan kecil, memiliki akses yang sama terhadap peluang, informasi, dan 
sumber daya yang dibutuhkan untuk berkembang (Hanim dan Lathifah, 
2018: 23).

Selain itu, asas efisiensi berkeadilan juga berfokus pada penciptaan 
iklim usaha yang kondusif dan berdaya saing. Iklim usaha yang kondusif 
berarti menciptakan lingkungan bisnis yang mendukung pertumbuhan 
dan pengembangan UMKM, dengan menghilangkan hambatan-ham-
batan yang mungkin menghalangi kemajuan mereka. Hal ini mencakup 
aspek regulasi yang jelas dan adil, akses ke pasar, dan dukungan infra-
struktur yang memadai. Sementara itu, berdaya saing berarti bahwa 
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UMKM dapat bersaing secara sehat dengan pelaku usaha lainnya, baik 
di tingkat lokal maupun global, melalui peningkatan kualitas produk, 
inovasi, dan efisiensi operasional.

5.	 Asas Berkelanjutan
Asas berkelanjutan menekankan pentingnya menerapkan strategi 
yang terencana dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa proses 
pembangunan tidak hanya berhasil dalam jangka pendek tetapi juga 
dapat berlanjut dalam jangka panjang. Dengan mengutamakan asas 
berkelanjutan, tujuan utama adalah menciptakan perekonomian yang 
tidak hanya tangguh dan mandiri tetapi juga mampu bertahan dan 
berkembang meskipun menghadapi berbagai tantangan dan perubahan 
lingkungan. 

Dalam konteks pemberdayaan UMKM, asas berkelanjutan mengha-
ruskan adanya pendekatan yang holistik dan terintegrasi. Setiap inisiatif 
dan program yang dilaksanakan harus dirancang dengan mempertim-
bangkan dampak jangka panjang terhadap pertumbuhan UMKM serta 
terhadap perekonomian secara keseluruhan. Pemberdayaan UMKM 
yang dilakukan secara berkesinambungan berarti bahwa dukungan 
yang diberikan kepada pelaku usaha harus terus menerus, konsisten, 
dan disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan mereka (Kustanto, 
2015: 116).

Asas berkelanjutan juga menekankan pentingnya perencanaan yang 
baik dan evaluasi berkala terhadap kebijakan dan program pember-
dayaan UMKM. Dengan pendekatan ini, pihak-pihak terkait dapat 
memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan relevan dengan kondisi 
pasar dan kebutuhan UMKM. Evaluasi berkala memungkinkan identi-
fikasi dan perbaikan terhadap kekurangan atau masalah yang mungkin 
timbul selama pelaksanaan, sehingga proses pemberdayaan UMKM 
dapat diperbaiki dan diperkuat secara terus-menerus. 

6.	 Asas Berwawasan Lingkungan
Asas Berwawasan Lingkungan adalah prinsip dasar yang sangat penting 
dalam setiap upaya pembangunan dan perencanaan kebijakan, terutama 
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dalam konteks pengelolaan sumber daya alam dan aktivitas industri. 
Prinsip ini menekankan pentingnya mempertimbangkan dampak terha-
dap lingkungan dalam setiap keputusan dan tindakan yang diambil, 
dengan tujuan utama untuk melindungi dan memelihara lingkungan 
hidup. 

Asas ini berfungsi sebagai panduan untuk memastikan bahwa kegi-
atan pembangunan tidak hanya fokus pada pencapaian target ekonomi 
dan sosial, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan lingkungan sebagai 
bagian integral dari proses tersebut. Penerapan asas berwawasan ling-
kungan melibatkan berbagai strategi dan pendekatan yang bertujuan 
untuk mengurangi dampak negatif terhadap ekosistem. Misalnya, dalam 
sektor industri, penerapan teknologi ramah lingkungan dan proses 
produksi yang minim dampak negatif terhadap lingkungan menjadi 
salah satu langkah penting (Hanim dan Lathifah, 2018: 23).

Dalam konteks pembangunan perkotaan, asas ini juga berperan 
penting dalam merancang tata ruang yang memperhatikan aspek ling-
kungan. Perencanaan kota yang berwawasan lingkungan berarti mencip-
takan ruang terbuka hijau, mengelola sistem drainase untuk mengurangi 
risiko banjir, dan merancang bangunan yang hemat energi. Hal ini juga 
mencakup perencanaan transportasi yang mengurangi polusi udara dan 
meningkatkan efisiensi energi. 

Selain itu, asas berwawasan lingkungan juga melibatkan aspek 
pendidikan dan kesadaran masyarakat. Penting untuk meningkat-
kan pemahaman publik tentang pentingnya perlindungan lingkungan 
dan bagaimana setiap individu dapat berkontribusi terhadap upaya 
pelestarian lingkungan. Program-program pendidikan dan kampanye 
kesadaran dapat membantu membangun budaya yang menghargai 
lingkungan dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga 
kelestarian alam. 

7.	 Asas Kemandirian
Asas Kemandirian adalah prinsip fundamental dalam pemberdayaan 
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang menekankan 
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pentingnya menjaga dan mengedepankan potensi, kemampuan, serta 
kemandirian pelaku usaha. Prinsip ini berfungsi sebagai panduan dalam 
merancang dan melaksanakan kebijakan serta program yang bertujuan 
untuk memberdayakan UMKM secara berkelanjutan dan mandiri. 

Kemandirian dalam UMKM berarti mengoptimalkan penggunaan 
sumber daya yang ada dan memaksimalkan potensi internal yang dimi-
liki oleh pelaku usaha. Melalui pelatihan dan pendidikan, UMKM dapat 
meningkatkan kemampuan mereka dalam mengelola usaha, merespons 
perubahan pasar, dan menghadapi berbagai tantangan. Selain itu, asas 
kemandirian juga melibatkan pemberdayaan ekonomi yang memastikan 
bahwa UMKM memiliki akses ke berbagai sumber daya penting seperti 
modal, teknologi, dan pasar. 

Penguatan akses ke pembiayaan, baik melalui lembaga keuangan 
formal maupun informal, adalah aspek penting dalam mendukung 
kemandirian UMKM. Dukungan dalam hal teknologi dan inovasi juga 
memainkan peran kunci, karena teknologi yang tepat dapat meningkat-
kan efisiensi operasional dan daya saing produk. Dalam hal ini, peran 
pemerintah dan lembaga terkait dalam menyediakan fasilitas dan kebi-
jakan yang mendukung sangat penting untuk menciptakan ekosistem 
yang mendukung kemandirian UMKM.

Kemandirian UMKM juga mencakup aspek keberlanjutan usaha, di 
mana pelaku usaha diharapkan dapat mengelola bisnis mereka dengan 
efisien dan efektif dalam jangka panjang. Hal ini termasuk perencanaan 
strategis yang baik, pengelolaan risiko, serta adaptasi terhadap peru-
bahan pasar dan kondisi ekonomi. Dengan perencanaan dan pengelo-
laan yang baik, UMKM akan lebih mampu bertahan dan berkembang, 
meskipun menghadapi fluktuasi ekonomi atau perubahan tren pasar 
(Hasnati dkk, 2021: 182).

8.	 Asas Keseimbangan Kemajuan
Asas Keseimbangan Kemajuan adalah prinsip penting dalam pember-
dayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang bertujuan 
untuk menjaga keseimbangan antara kemajuan ekonomi di berbagai 
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BAB V
PROFIL BISNIS DALAM UMKM

Profil bisnis dalam usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupa-
kan gambaran menyeluruh tentang karakteristik, struktur, dan strategi 

operasional sebuah usaha yang termasuk dalam kategori ini. Profil bisnis ini 
mencakup berbagai aspek penting yang memberikan pemahaman menda-
lam mengenai bagaimana UMKM beroperasi, potensi yang dimiliki, serta 
tantangan yang dihadapinya. Profil bisnis UMKM membantu dalam mema-
hami bagaimana usaha beroperasi, apa yang membedakannya dari pesaing, 
dan bagaimana ia dapat mengoptimalkan potensi serta mengatasi tantangan 
untuk mencapai keberhasilan di pasar.
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Profil Bisnis UMKM Sektor Perdagangan
Perdagangan merupakan suatu aspek fundamental dalam kegiatan pereko-
nomian suatu negara dan berperan dalam menghubungkan para produsen 
dan konsumen. Menurut Marwati Djoened, “Perdagangan adalah kegiatan 
ekonomi yang mengaitkan antara para produsen dan konsumen. Sebagai 
kegiatan distribusi, perdagangan menjamin peredaran, penyebaran, dan 
penyediaan barang melalui mekanisme pasar.” Perdagangan tidak hanya 
berfungsi sebagai jembatan antara pihak-pihak yang menghasilkan barang 
dan mereka yang membutuhkannya, tetapi juga memastikan barang-
barang tersebut tersedia secara merata di berbagai wilayah dan pasar 
(Irawan, 2016: 9). 

Perdagangan adalah aktivitas yang melibatkan penjualan kembali barang, 
baik yang masih baru maupun yang sudah bekas, tanpa adanya perubahan 
teknis pada barang tersebut. Aktivitas ini memiliki peranan penting sebagai 
urat nadi perekonomian, karena perdagangan bukan hanya sekadar transaksi 
jual beli, tetapi juga merupakan salah satu faktor utama yang menopang 
kekuatan ekonomi suatu negara. Negara-negara yang berhasil menguasai 
sektor perdagangan, seperti Singapura, menunjukkan perekonomian yang 
kuat dan stabil berkat efisiensi dan efektivitas dalam sistem distribusi mereka. 

Perdagangan memungkinkan barang-barang yang diproduksi di satu 
tempat untuk disalurkan ke berbagai lokasi, memperluas akses pasar, dan 
meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Perdagangan secara umum dapat 
diklasifikasikan menjadi dua kategori utama, yaitu perdagangan umum dan 
bisnis penyalur/distributor. Masing-masing kategori memiliki karakteristik 
dan fungsi yang berbeda dalam ekosistem ekonomi, serta memainkan peran 
penting dalam memastikan ketersediaan barang dan jasa di pasar.
1.	 Perdagangan Umum

Perdagangan umum adalah istilah yang merujuk pada kegiatan jual 
beli barang dan jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha atau perusahaan 
dalam cakupan yang luas, tanpa batasan spesifik pada jenis barang atau 
jasa yang diperdagangkan. Perdagangan umum mencakup berbagai jenis 
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kegiatan usaha yang berfokus pada barang-barang yang diperdagangkan 
kepada konsumen (Rijanto, 2015: 38).

Adapun jenis kegiatan usaha perdagangan umum berdasarkan 
barang yang diperdagangkan sebagai berikut:
a.	 Perdagangan Sembilan Bahan Pokok (Sembako)

Sembako adalah kelompok bahan makanan dan minuman yang 
sangat penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. 
Kebutuhan akan sembako mencerminkan aspek mendasar dari 
konsumsi masyarakat, karena sembako terdiri dari bahan-bahan 
yang merupakan kebutuhan pokok yang harus tersedia secara 
bebas di pasar. 

Tanpa adanya sembako, kehidupan sehari-hari rakyat Indonesia 
dapat terganggu, mengingat bahan-bahan ini tidak hanya penting 
untuk konsumsi, tetapi juga berfungsi sebagai penentu stabilitas 
ekonomi keluarga. Sembako terdiri dari sembilan bahan pokok 
utama yaitu
1)	 Beras dan Sagu, yang merupakan sumber karbohidrat utama
2)	 Jagung, sebagai alternatif karbohidrat
3)	 Sayur-sayuran dan Buah-buahan, yang penting untuk kese-

hatan
4)	 Daging, baik sapi maupun ayam, sebagai sumber protein
5)	 Susu, untuk kebutuhan kalsium dan nutrisi lainnya
6)	 Gula Pasir, yang digunakan dalam berbagai produk makanan
7)	 Garam yang mengandung Yodium, untuk kebutuhan kese-

hatan tubuh
8)	 Minyak Goreng, yang penting untuk proses memasak
9)	 Minyak Tanah atau Gas Elpiji, sebagai sumber energi untuk 

memasak. Kesembilan bahan ini dianggap esensial dan harus 
tersedia untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat 
(Vermila, 2016: 92—93).
Dari perspektif ekonomi, permintaan terhadap barang-barang 

sembako bersifat inelastis. Perubahan harga sembako tidak akan 
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banyak mempengaruhi tingkat permintaan produk oleh konsu-
men, selama perubahan harga tersebut tidak terlalu signifikan. 
Konsumen biasanya tetap akan membeli sembako meskipun harga 
mengalami kenaikan, meskipun mereka mungkin mencari produk 
substitusi jika harga naik secara drastis. 

b.	 Perdagangan Kelontong/Pracangan
Pedagang kelontong merupakan sebuah lapak atau toko kelontong 
menawarkan berbagai barang yang dibutuhkan dalam kehidupan 
sehari-hari, mulai dari bahan makanan pokok seperti beras dan 
bumbu dapur, hingga barang-barang kebutuhan rumah tangga 
seperti alat mandi, pembersih rumah, dan alat tulis. Toko kelontong 
juga seringkali menyediakan jajanan dan makanan ringan, menja-
dikannya sebagai tempat yang nyaman dan praktis bagi konsumen 
untuk memenuhi berbagai kebutuhan mereka dalam satu tempat.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah “kelon-
tong” memiliki dua arti dalam konteks perdagangan. Pertama, 
kelontong merujuk pada alat kelentungan, yaitu sebuah alat yang 
digunakan oleh pedagang kelontong untuk menarik perhatian 
dan minat pembeli. Dalam sejarahnya, alat ini sering digunakan di 
pasar tradisional untuk mengundang pembeli dengan bunyi khas 
yang dapat menandakan adanya penawaran atau promosi khusus. 

Kedua, istilah kelontong juga digunakan untuk merujuk pada 
barang-barang yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, 
seperti peralatan mandi, peralatan dapur, dan peralatan sekolah. 
Barang-barang ini tidak hanya memenuhi kebutuhan fungsional, 
tetapi juga berkontribusi pada kenyamanan dan efisiensi rumah 
tangga. Dengan menyediakan berbagai produk yang dibutuhkan 
sehari-hari, pedagang kelontong berperan sebagai penyedia utama 
yang mendukung kehidupan sehari-hari masyarakat dengan cara 
yang praktis dan mudah diakses (Shofa, 2022: 14).
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c.	 Perdagangan Bahan Bangunan
Menurut Frick Heinz (1999), bahan bangunan adalah material 
yang digunakan untuk tujuan konstruksi, dan berbagai bahan 
alami seperti tanah liat, pasir, kayu, dan batu telah lama digunakan 
dalam proses pembangunan bangunan. Bahan-bahan ini tersedia 
secara melimpah di lingkungan sekitar dan memiliki karakter-
istik unik yang menjadikannya pilihan utama dalam konstruksi. 
Perdagangan bahan bangunan adalah sektor penting dalam industri 
konstruksi yang mencakup kegiatan jual beli berbagai jenis material 
dan perlengkapan yang dibutuhkan untuk proses pembangunan 
dan renovasi bangunan (Apriansyah, 2020: 12).

Usaha perdagangan bahan bangunan tidak hanya melayani 
konsumen individu seperti pemilik rumah yang melakukan proyek 
renovasi, tetapi juga menjadi penyedia utama bagi para kontraktor 
dan tukang yang terlibat dalam proyek-proyek konstruksi besar. 
Toko atau distributor bahan bangunan seringkali menyediakan 
berbagai macam produk dari berbagai merek dan spesifikasi untuk 
memenuhi kebutuhan spesifik dari setiap proyek, mulai dari pemba-
ngunan rumah tinggal hingga proyek komersial dan industri.

Selain menjual bahan-bahan mentah, banyak pedagang bahan 
bangunan juga menawarkan layanan tambahan seperti pengan-
taran, konsultasi teknis, dan saran mengenai pemilihan material 
yang tepat. Layanan ini penting untuk memastikan bahwa pelang-
gan mendapatkan bahan yang sesuai dengan kebutuhan proyek 
mereka serta memudahkan proses perencanaan dan pelaksanaan 
konstruksi. 

d.	 Perdagangan Peralatan Elektronika/Listrik
Perdagangan peralatan elektronika dan listrik berperan dalam 
memenuhi kebutuhan teknologi dan kenyamanan sehari-hari 
masyarakat. Kegiatan ini melibatkan penjualan berbagai jenis 
perangkat elektronik dan peralatan listrik yang tidak hanya mening-
katkan kualitas hidup, tetapi juga mendukung berbagai aktivitas 
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rumah tangga dan pekerjaan. Di antara produk-produk yang terma-
suk dalam kategori ini adalah televisi, kulkas, mesin cuci, komputer, 
lampu, dan berbagai perangkat elektronik lainnya. 

Kegiatan perdagangan ini sering kali dilakukan melalui 
berbagai saluran distribusi yang memudahkan konsumen dalam 
mendapatkan produk yang mereka butuhkan. Toko elektronik lokal 
menyediakan berbagai produk elektronik dan listrik, seringkali 
dengan pilihan merek dan model yang bervariasi, serta layanan 
purna jual seperti garansi dan perbaikan. Pusat perbelanjaan juga 
sering menampilkan berbagai peralatan elektronik dalam format 
toko-toko khusus, menawarkan kemudahan bagi konsumen untuk 
membandingkan produk dan membuat keputusan pembelian 
(Rijanto, 2015: 38).

e.	 Perdagangan Hasil Bumi
Perdagangan hasil bumi merupakan sektor penting dalam industri 
pertanian yang melibatkan jual beli berbagai produk yang bera-
sal dari pertanian, perkebunan, dan hasil alam lainnya. Kegiatan 
ini mencakup berbagai produk agrikultur seperti sayuran, buah-
buahan, biji-bijian, rempah-rempah, dan produk-produk lain-
nya yang dihasilkan dari kegiatan bertani dan berkebun. Setiap 
jenis hasil bumi memiliki karakteristik dan kebutuhan pasar yang 
berbeda, sehingga perdagangan hasil bumi berperan penting dalam 
menghubungkan produsen dengan konsumen dan memastikan 
distribusi produk yang efisien.

Usaha perdagangan hasil bumi sering kali menekankan pada 
penyediaan produk yang segar dan berkualitas tinggi. Kualitas 
produk sangat penting karena konsumen mengharapkan bahan 
makanan yang tidak hanya segar tetapi juga aman untuk dikon-
sumsi. Untuk memenuhi kebutuhan ini, pedagang hasil bumi 
dapat menjual produk di pasar petani yang langsung berhubungan 
dengan petani lokal, memungkinkan pembeli untuk mendapatkan 
produk segar secara langsung dari sumbernya. Selain itu, banyak 
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pedagang juga mengelola toko-toko khusus yang menawarkan 
berbagai produk pertanian dan perkebunan dengan fokus pada 
kualitas dan keberagaman.

Distribusi hasil bumi juga mencakup pemasaran produk ke 
restoran dan supermarket, di mana produk ini sering kali memer-
lukan pengepakan dan penyimpanan khusus untuk menjaga kese-
garan dan kualitas selama proses distribusi. Restoran dan supermar-
ket mencari pasokan produk yang konsisten dan berkualitas untuk 
memenuhi permintaan pelanggan mereka, sehingga penting bagi 
pedagang hasil bumi untuk menjaga standar tinggi dalam produk 
yang mereka tawarkan.

Kegiatan perdagangan umum ini memastikan ketersediaan barang 
yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan cakupan yang 
luas dan beragam, sektor perdagangan umum terus beradaptasi dengan 
perubahan kebutuhan konsumen dan perkembangan pasar untuk 
memberikan produk dan layanan yang relevan dan berkualitas.

2.	 Bisnis Penyalur/Distributor
Distribusi merupakan proses pemasaran dan berperan sebagai jemba-
tan penting antara produsen dan konsumen. Tanpa adanya distribusi 
yang efektif, barang dan jasa yang dihasilkan oleh produsen tidak akan 
memiliki nilai guna karena tidak sampai ke tangan konsumen. Bisnis 
penyalur atau distributor berperan dalam penjualan barang secara 
tunai atau kredit dalam jumlah besar. Usaha ini fokus pada pengadaan, 
penyimpanan, dan penyaluran produk dari pabrik ke pengecer atau 
konsumen akhir (Wijaya dkk, 2021: 167).

Biasanya, perusahaan distributor menangani satu atau lebih produk 
dari berbagai pabrik pemegang merek, dengan wilayah kerja distribusi 
yang telah ditentukan secara spesifik. Contohnya distributor sepeda 
motor merek Yamaha mungkin beroperasi di wilayah Jabodetabek, 
sementara distributor produk Unilever mungkin melayani daerah 
Indonesia Bagian Timur. Bagi distributor yang melayani wilayah yang 
luas, seperti Indonesia Bagian Timur, di mana sebagian besar barang 
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diperoleh dari pulau Jawa, pos persediaan menjadi komponen dominan 
dalam neraca keuangan. 

Beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam bisnis penyalur atau 
distributor sebagai berikut:
a.	 Kebutuhan Modal Kerja

Kebutuhan modal kerja dalam bisnis distributor biasanya terkon-
sentrasi pada bentuk persediaan. Modal kerja adalah dana yang 
digunakan untuk membiayai operasional sehari-hari perusahaan, 
mencakup semua kebutuhan finansial yang diperlukan untuk 
menjalankan aktivitas bisnis sehari-hari. Pengelolaan modal kerja 
yang baik memastikan perusahaan tidak mengalami kekurangan 
dana yang dapat menghambat kegiatan operasional dan mempe-
ngaruhi kinerja bisnis secara keseluruhan (Kasmir, 2010: 210).	

Dalam profil bisnis usaha mikro, kecil, dan menengah 
(UMKM), khususnya dalam sektor distribusi, kebutuhan modal 
kerja sering kali terkonsentrasi pada bentuk persediaan. Dalam 
konteks ini, neraca keuangan distributor biasanya didominasi 
oleh pos persediaan, yang mencerminkan sejumlah besar dana 
yang diinvestasikan dalam stok barang untuk memenuhi permin-
taan pasar. Selain itu, pos hutang dagang dan piutang dagang juga 
mencerminkan kewajiban pembayaran kepada pemasok, sedang-
kan piutang dagang mencerminkan kredit yang diberikan kepada 
pelanggan, terutama jika distributor melakukan penjualan secara 
kredit. 

b.	 Bank Garansi
Prinsipal pemegang merek umumnya mengharuskan penggunaan 
Bank Garansi (BG) sebagai jaminan untuk memastikan pemba-
yaran dan kontinuitas pengiriman barang. Menurut N. Lapoliwa 
dan Daniel S. Kuswandi (2000: 252), Bank garansi adalah segala 
bentuk garansi atau jaminan yang diterima atau diberikan oleh 
bank. Bank Garansi berfungsi sebagai jaminan bahwa distributor 
akan memenuhi kewajibannya, namun tidak menunda kewajiban 
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pembayaran. Setelah barang yang dipesan sampai, pembayaran 
harus dilakukan segera sesuai dengan ketentuan yang telah dise-
pakati. 

Meskipun Bank Garansi memberikan jaminan kepada prinsi-
pal bahwa pengiriman barang akan berlangsung tanpa gangguan, 
Bank Garansi juga menambah kebutuhan modal kerja distributor 
karena fungsi BG terbatas pada jaminan kepastian pengiriman, 
bukan sebagai sumber pembiayaan. Hal ini berarti bahwa distribu-
tor perlu menyiapkan dana yang cukup untuk memenuhi kewajiban 
pembayaran yang timbul setelah barang diterima.

c.	 Kenaikan Penjualan dan Kebutuhan Modal Kerja
Kenaikan penjualan dalam bisnis distributor berhubungan lang-
sung dengan kebutuhan modal kerja. Kenaikan penjualan biasanya 
didorong oleh peningkatan persediaan yang terjadi akibat penam-
bahan pelanggan baru, yang membutuhkan tambahan stok barang 
untuk memenuhi permintaan yang meningkat. Selain itu, kenaikan 
piutang dapat terjadi jika ada penambahan nilai piutang yang dise-
babkan oleh bertambahnya jumlah pelanggan yang melakukan 
pembayaran dengan cara kredit. 

Hal ini juga dapat mencakup situasi di mana terjadi kemun-
duran dalam pembayaran piutang, yang mempengaruhi arus 
kas dan kebutuhan modal kerja. Dengan kata lain, perubahan 
dalam volume penjualan tidak hanya dipengaruhi oleh permin-
taan pasar, tetapi juga oleh dinamika dalam pengelolaan persedi-
aan dan piutang, yang semuanya memerlukan perhatian cermat 
untuk menjaga keseimbangan finansial dan memastikan kelancaran 
operasional perusahaan (Rijanto, 2015: 43).

Secara keseluruhan, kedua jenis kegiatan perdagangan ini, yaitu perda-
gangan umum dan bisnis penyalur/distributor, memiliki peran yang saling 
melengkapi dalam perekonomian. Keduanya berkontribusi pada efisiensi 
pasar dengan memastikan barang tersedia dalam jumlah yang tepat dan pada 
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waktu yang tepat, yang pada gilirannya mendukung pertumbuhan ekonomi 
dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Profil Bisnis UMKM Sektor Pertanian
Pertanian adalah aktivitas yang melibatkan pemanfaatan sumber daya hayati 
oleh manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, 
atau sumber energi, serta untuk pengelolaan lingkungan hidup. Umumnya, 
pertanian dipahami sebagai budidaya tanaman atau bercocok tanam (crop 
cultivation) dan pembesaran hewan ternak (raising) (Purba dkk, 2020: 1). 
Sektor pertanian adalah fokus utama pembangunan nasional, terutama 
dalam pengelolaan komoditas pangan yang strategis. Pengelolaan produk 
pertanian diharapkan dilakukan secara terencana agar manfaatnya merata 
bagi seluruh penduduk Indonesia (Isbah dan Iyan, 2016: 45).

Usaha pertanian secara garis besar terbagi menjadi dua kategori, yaitu 
usaha pertanian skala kecil atau usaha keluarga dan usaha pertanian skala 
besar. Adapun perbedaan antara kedua jenis usaha ini sebagai berikut:
1.	 Luas Usaha

Usaha tani keluarga, sering kali disebut sebagai usaha tani kecil, umum-
nya beroperasi pada lahan yang relatif sempit, biasanya kurang dari 
0,5 hektar. Petani kecil ini banyak tersebar di Pulau Jawa, terutama di 
daerah-daerah seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Di 
kawasan-kawasan ini, kegiatan pertanian mereka sering mengandal-
kan metode tradisional yang telah diwariskan turun-temurun, dengan 
pemanfaatan teknologi yang minim dan skala produksi yang terbatas. 
Kondisi ini mencerminkan keterbatasan sumber daya dan akses terha-
dap teknologi modern, yang berdampak pada cara bertani dan hasil 
yang diperoleh. 

Sebaliknya, usaha pertanian skala besar melibatkan perusahaan 
dengan lahan yang jauh lebih luas, sering kali lebih dari seratus hektar 
bahkan mencapai ribuan hektar. Usaha pertanian skala besar ini bero-
rientasi pada keuntungan dan efisiensi, dengan pemanfaatan teknologi 
modern untuk meningkatkan produktivitas dan mengoptimalkan hasil. 
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Perbedaan skala ini mencerminkan perbedaan dalam pendekatan, 
teknologi, dan tujuan operasional antara usaha tani kecil dan perusahaan 
pertanian besar.

2.	 Proses Produksi
Ditinjau dari produk, pertanian skala kecil memiliki beberapa ciri khas 
yang membedakannya dari usaha pertanian skala besar. Produk yang 
dihasilkan oleh pertanian skala kecil umumnya bersifat musiman dan 
melalui proses biologis tumbuhan yang sangat dipengaruhi oleh kondisi 
lingkungan saat itu. Hasil panen dari usaha pertanian skala kecil sangat 
tergantung pada perubahan musim dan kondisi cuaca, yang dapat 
menyebabkan fluktuasi besar dalam kuantitas dan kualitas produk. 
Faktor-faktor seperti suhu, curah hujan, dan kualitas tanah mempenga-
ruhi hasil panen secara langsung, membuat produksi sering kali tidak 
menentu dan kurang stabil

Sebaliknya, dalam usaha pertanian skala besar, meskipun produk 
yang dihasilkan juga bersifat musiman dan melalui proses biologis, ada 
perbedaan dalam hal pengelolaan produksi. Produk pertanian skala 
besar menggunakan teknologi yang dirancang untuk meminimalisir 
pengaruh lingkungan, memungkinkan proses produksi yang lebih 
konsisten dan terkontrol. Teknologi ini membantu dalam mengatasi 
fluktuasi yang disebabkan oleh kondisi cuaca dan memastikan hasil 
yang lebih stabil, serta meningkatkan efisiensi dalam produksi (Rijanto, 
2015: 60).

3.	 Penanganan Produk
Ditinjau dari penanganan produk, pertanian skala kecil dan skala besar 
menunjukkan perbedaan signifikan. Pada skala kecil, perlakuan pasca 
panen minim, mengakibatkan kehilangan hasil yang besar dan produk 
mudah rusak, memerlukan ruang penyimpanan yang lebih besar. 
Sebaliknya, pertanian skala besar menerapkan perlakuan pasca panen 
yang lebih baik, menjaga kualitas produk, dan mengurangi kehilangan 
hasil, dengan efisiensi penyimpanan yang lebih tinggi.
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Sebaliknya, usaha pertanian skala besar memiliki pendekatan 
yang lebih sistematis dalam penanganan produk pasca panen, dengan 
tujuan menjaga kualitas produk dan meningkatkan nilai tambahnya. 
Kehilangan hasil pada skala besar relatif lebih kecil karena adanya 
teknologi dan prosedur yang lebih efisien. Meskipun produk dalam 
usaha pertanian besar juga bisa mudah rusak dan memerlukan tempat, 
teknologi yang digunakan untuk mengelola dan mendistribusikan 
produk mengurangi dampak negatif tersebut dan memastikan produk 
tetap dalam kondisi terbaik hingga sampai ke konsumen.

4.	 Pemasaran Produk
Ditinjau dari pemasaran produk, terdapat perbedaan mencolok antara 
usaha pertanian skala kecil dan skala besar. Usaha pertanian skala kecil 
seringkali menghasilkan produk dengan harga relatif murah, namun 
harga ini dapat mengalami fluktuasi yang signifikan, yang mencermin-
kan ketidakstabilan pasar dan keterbatasan kapasitas distribusi. Produk 
dari usaha pertanian skala kecil umumnya bersifat generik, dengan 
jumlah yang dipasarkan sering kali tidak mencukupi untuk mencapai 
skala ekonomi yang memadai, sehingga tidak dapat mengoptimalkan 
efisiensi biaya. 

Sebaliknya, usaha pertanian skala besar memiliki harga produk 
yang relatif lebih mahal karena nilai tawarnya yang lebih tinggi. Fluktuasi 
harga cenderung lebih rendah karena kemampuan distribusi yang lebih 
baik. Produk dari skala besar sudah terstandarisasi dan diakui secara 
nasional atau internasional, jumlah produk yang dihasilkan cukup 
besar untuk memenuhi skala ekonomi, dan distribusi produk tidak 
melalui rantai nilai yang panjang. Usaha pertanian skala besar juga dapat 
merespons perubahan pasar dengan cepat dan mempertimbangkan 
mekanisme pengalihan risiko yang efektif (Rijanto, 2015: 62).

Profil finansial dalam bisnis pertanian sektor tanaman pangan dan 
hortikultura mencakup berbagai aspek penting yang menentukan kesehatan 
dan keberlanjutan usaha. Adapun aspek-aspek dalam profil finansial dalam 
bisnis pertanian sektor tanaman pangan dan hortikultura sebagai berikut:
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1.	 Aset
Aset berasal dari kata “asset” dalam bahasa Inggris, dikenal dalam bahasa 
Indonesia dengan istilah “kekayaan”. Aset mencakup segala sesuatu yang 
memiliki nilai ekonomi dan dapat dimiliki oleh individu, perusahaan, 
atau pemerintah. Nilai ekonomi ini memungkinkan aset untuk dinilai 
secara finansial, baik dalam bentuk uang maupun barang yang memiliki 
potensi untuk menghasilkan keuntungan atau manfaat di masa depan 
(Wahyuni dkk, 2020: 1). Aset dalam bisnis di subsektor tanaman pangan 
dan hortikultura secara umum terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu 
aset tetap dan aset tidak tetap. 
a.	 Aset Tetap

Menurut Rudianto (2009: 276), Aset tetap merupakan barang 
berwujud milik perusahaan yang sifatnya relatif permanen dan 
digunakan dalam kegiatan normal perusahaan, bukan untuk diper-
jualbelikan. Aset tetap utama dalam bisnis pertanian adalah lahan, 
yang bisa berupa milik sendiri dengan nilai tinggi atau sewa dengan 
nilai sesuai sisa sewa. Selain itu, aset tetap mencakup peralatan 
seperti pompa, traktor, gubuk, dan cangkul, yang nilainya dihitung 
dari harga perolehan dikurangi penyusutan. 

b.	 Aset Tidak Tetap
Aset tidak tetap adalah jenis aset yang memiliki umur pakai pendek 
dan biasanya digunakan dalam jangka waktu singkat. Berbeda 
dengan aset tetap yang memiliki nilai dan umur pakai panjang, 
aset tidak tetap sering kali terdiri dari barang-barang yang cepat 
habis atau digunakan dalam proses produksi yang berulang. Aset 
tidak tetap dalam pertanian meliputi persediaan bibit, pupuk, dan 
obat-obatan yang belum digunakan. Aset ini akan dikeluarkan 
sebagai biaya dan dapat dikonversi menjadi aset berupa tanaman 
saat panen. Tanaman hanya memiliki nilai saat mencapai umur 
tertentu menjelang panen.
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2.	 Perputaran Usaha
Usaha pertanian tanaman pangan dan hortikultura dikenal sebagai 
usaha yang bersifat musiman, di mana lamanya satu musim tergan-
tung pada jenis komoditas yang ditanam serta teknologi yang digu-
nakan. Misalnya, tanaman singkong memerlukan waktu 9 hingga 12 
bulan untuk tumbuh dan siap panen, sementara padi dan jagung hanya 
memerlukan sekitar 3 bulan, dan tomat bisa siap dipanen dalam waktu 2 
bulan. Karena perbedaan waktu tanam dan panen ini, usaha pertanian 
dalam subsektor tanaman pangan dan hortikultura umumnya memiliki 
perputaran usaha yang relatif lama. 

Untuk mengoptimalkan perputaran usaha dan memastikan konti-
nuitas produksi, petani sering kali mengatur pola tanam atau melakukan 
diversifikasi dengan tanaman lain. Pengaturan pola tanam yang baik 
memungkinkan penanaman dilakukan secara bergiliran, sehingga hasil 
panen bisa diperoleh lebih sering. Sebagai contoh, jika tanaman baru 
menghasilkan setelah 3 bulan, penanaman tanaman berikutnya dapat 
dilakukan sebulan setelahnya, sehingga panen berikutnya bisa dilakukan 
sebulan kemudian. 

Namun, pengaturan pola tanam ini sering kali terhambat oleh 
ketidakpastian musim, yang dapat mempengaruhi hasil produksi 
secara signifikan. Ketidakstabilan cuaca dan kondisi lingkungan dapat 
membuat hasil panen tidak menentu, mengakibatkan fluktuasi dalam 
produksi dan pendapatan. Untuk mengatasi kendala ini, teknologi 
seperti rumah kaca (greenhouse) dapat digunakan, yang memungkinkan 
pengendalian lingkungan secara lebih konsisten dan efektif, sehingga 
pola tanam dapat dilakukan dalam rentang musim yang lebih stabil. 

3.	 Arus Kas
Usaha pertanian tanaman pangan dan hortikultura memiliki pola arus 
kas yang unik dan spesifik, mencerminkan sifat musiman dan proses 
produksi yang memerlukan waktu. Secara umum, arus kas dalam usaha 
pertanian ini melibatkan periode pengeluaran yang cukup lama. Proses 
ini dimulai dari penyiapan lahan, diikuti oleh kegiatan budidaya, dan 
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akhirnya menuju tahap panen yang biasanya terjadi dalam satu musim. 
Selama periode ini, arus keluar berupa biaya untuk pengadaan lahan, 
pembelian bibit, pupuk, dan peralatan pertanian, serta biaya perawatan 
dan tenaga kerja yang terus berjalan hingga panen.

Arus kas masuk dalam usaha pertanian tanaman pangan dan horti-
kultura terbatas pada pendapatan yang diperoleh dari penjualan hasil 
panen. Tanaman seperti padi, bawang, jagung, dan kentang, umumnya 
dipanen sekaligus karena kematangan produk yang seragam, sehingga 
memungkinkan efisiensi dalam proses panen dan pengolahan. Dengan 
memanen dalam jumlah besar sekaligus, petani dapat memanfaatkan 
skala ekonomis dan mengurangi biaya panen per unit produk.

Sebaliknya, beberapa jenis tanaman hortikultura seperti cabai 
memerlukan pendekatan yang berbeda. Tanaman ini dapat dipanen 
beberapa kali berdasarkan tingkat kematangan buah, dengan panen 
yang dilakukan secara berulang dalam rentang waktu 1 hingga 2 bulan. 
Pendekatan ini memungkinkan aliran kas masuk yang lebih teratur dan 
membantu dalam mengelola arus kas dengan lebih baik. 

Namun, pola arus kas ini menuntut perencanaan yang matang dan 
pengelolaan keuangan yang efisien untuk memastikan keberlanjutan 
usaha. Keterlambatan dalam panen atau penurunan hasil produksi dapat 
berdampak langsung pada pendapatan dan keseimbangan arus kas. Oleh 
karena itu, pemantauan yang cermat terhadap setiap fase produksi dan 
pengeluaran serta strategi pemasaran yang efektif sangat penting untuk 
mengoptimalkan hasil dan meminimalkan risiko finansial dalam usaha 
pertanian ini.

4.	 Struktur Biaya dan Pendapatan
Pengeluaran usaha dalam sektor pertanian tanaman pangan dan horti-
kultura mencerminkan struktur biaya yang bervariasi, tergantung pada 
jenis komoditas yang dibudidayakan dan teknologi yang digunakan. 
Secara umum, biaya operasional dalam usaha ini meliputi beberapa 
komponen utama, seperti biaya sewa lahan, biaya saprotan, dan biaya 
tenaga kerja. 
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a.	 Biaya sewa lahan berkisar antara 5% hingga 10% dari total biaya, 
dengan variasi tergantung pada lokasi dan kualitas lahan. 

b.	 Biaya saprotan mencakup pembelian benih, pupuk, obat-obatan, 
serta ajir dan perlengkapan lainnya, merupakan komponen biaya 
yang paling tinggi, mencapai antara 50% hingga 70% dari total 
biaya. 

c.	 Biaya tenaga kerja juga menjadi bagian dari pengeluaran, dengan 
proporsi berkisar antara 25% hingga 35% dari total biaya operasi-
onal. 

Biaya panen biasanya tidak diperhitungkan dalam struktur biaya 
operasional karena dianggap sebagai beban yang ditanggung oleh 
pembeli produk akhir. Biaya panen merupakan komponen penting 
dalam total biaya operasional dalam usaha pertanian, khususnya dalam 
kegiatan panen. Biaya ini mencakup berbagai aspek yang diperlukan 
untuk melaksanakan panen secara efektif dan efisien (Sulistio dan 
Unteawati, 2018: 5).

Biaya panen sering kali menjadi faktor tambahan yang memenga-
ruhi harga jual produk. Sementara itu, pendapatan dari usaha pertanian 
tanaman pangan dan hortikultura sepenuhnya berasal dari hasil penju-
alan panen. Pendapatan tambahan dapat diperoleh dari pemanfaatan 
lahan yang tersisa untuk tanaman sampingan. Besarnya pendapatan 
tambahan ini bergantung pada jenis tanaman sampingan, luas lahan, 
dan jumlah tanaman yang dibudidayakan.

Profil Bisnis UMKM Sektor Perkebunan
Perkebunan adalah salah satu sektor perekonomian utama di Indonesia 
yang memiliki peran yang penting dalam pembangunan dan pertumbuhan 
ekonomi masyarakat. Kegiatan perkebunan melibatkan usaha penanaman 
tanaman tertentu pada tanah atau media tumbuh lainnya yang sesuai dengan 
ekosistem, serta mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman 
tersebut. Perkebunan tidak hanya menyediakan bahan baku penting untuk 
industri domestik dan ekspor tetapi juga berkontribusi pada peningkatan 
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kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat, menjadikannya sebagai pilar 
vital dalam struktur ekonomi nasional (Widodo dan Mahagiyani, 2022: 26).

Secara umum, sektor ini melibatkan usaha penanaman tanaman tertentu 
pada tanah atau media tumbuh lainnya yang sesuai dengan ekosistem, serta 
memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan kese-
jahteraan pelaku usaha dan masyarakat. Dengan luas areal perkebunan yang 
meliputi berbagai jenis tanaman dan produk unggulan, sektor ini menjadi 
tulang punggung ekonomi lokal dan nasional, menyokong mata pencaharian 
jutaan petani dan pekerja serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang 
berkelanjutan di berbagai wilayah (Fadli dan Ibrahim, 2022: 26).

Dari keseluruhan area perkebunan yang luas, terdapat dua belas produk 
unggulan yang menjadi fokus dalam sektor ini, seperti karet, kelapa, kelapa 
sawit, kopi, teh, lada, cengkeh, kakao, jambu mete, tebu, tembakau, dan kapas. 
Di antara produk-produk tersebut, kelapa sawit menonjol sebagai salah satu 
yang memberikan kontribusi lahan terbesar, dengan total luas mencapai 
10,9 juta hektar pada tahun 2014, menunjukkan pertumbuhan signifikan 
sebesar 4,6% dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya mencakup 10,4 
juta hektar. Sektor perkebunan karet juga menunjukkan kontribusi yang 
signifikan dengan luas lahan mencapai 3,6 juta hektar, mengalami pertum-
buhan sebesar 1,4% dari tahun sebelumnya. 

Terdapat beberapa hal-hal yang perlu diperhatikan pada bisnis sektor 
perkebunan mencakup berbagai aspek yang dapat mempengaruhi keberha-
silan dan keberlanjutan usaha, yaitu: 
1.	 Pemilihan dan Ketersediaan Bibit Unggul

Bibit unggul adalah bibit yang memiliki kualitas genetik superior dan 
telah terbukti mampu memberikan hasil yang optimal serta memiliki 
ketahanan terhadap berbagai penyakit dan kondisi lingkungan yang 
tidak menguntungkan. Dalam dunia pertanian, bibit unggul sangat 
penting karena merupakan salah satu faktor utama yang mempengaruhi 
hasil produksi tanaman. Sikap petani dalam penggunaan bibit unggul 
sangat mempengaruhi hasil produksi, karena bibit unggul merupakan 
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salah satu faktor kunci dalam mencapai hasil pertanian yang optimal 
(Kansrini dkk, 2018: 68).

Memilih bibit dengan standar tertentu atau yang bersertifikasi 
adalah langkah penting untuk memastikan kualitas tanaman yang opti-
mal. Bibit bersertifikasi telah melalui uji dan evaluasi ketat, menjamin 
keseragaman genetik, kesehatan, dan ketahanan terhadap penyakit 
serta hama. Penggunaan bibit berkualitas ini meminimalkan risiko 
kegagalan panen dan meningkatkan produktivitas serta kualitas hasil 
pertanian. Selain itu, bibit yang memenuhi standar juga mendukung 
praktik pertanian yang berkelanjutan dan efisien, karena mereka lebih 
mampu beradaptasi dengan berbagai kondisi lingkungan. 

2.	 Pola Budidaya
Pemilihan pola budidaya yang tepat sangat penting karena memenga-
ruhi hasil dan manajemen tanaman secara signifikan. Ada empat pola 
utama: intensif, semi-intensif, organik, dan non-organik. Pola intensif 
memaksimalkan hasil dalam area kecil dengan teknologi dan bahan 
kimia tinggi, menawarkan hasil cepat namun memerlukan investasi 
besar dan dapat berdampak negatif pada lingkungan jika tidak dikelola 
dengan baik. Pola semi-intensif menggabungkan teknologi dan praktik 
tradisional, meningkatkan hasil secara moderat sambil menjaga kese-
imbangan ekosistem. 

Pola organik atau back to nature fokus pada keberlanjutan dengan 
menghindari bahan kimia sintetis dan menghasilkan produk ramah 
lingkungan meskipun dengan hasil lebih rendah. Pola non-organik 
menggunakan bahan kimia untuk efisiensi tinggi, tetapi berpotensi 
menimbulkan risiko kesehatan dan lingkungan. Pemilihan pola harus 
mempertimbangkan tujuan produksi, kondisi lingkungan, dan sumber 
daya yang tersedia untuk mencapai hasil optimal dan keberlanjutan 
(Risdianto, 2015: 33).

3.	 Kepatuhan terhadap Good Agriculture Practices (GAP)
Mematuhi praktik pertanian yang baik adalah kunci untuk mencapai 
hasil pertanian yang optimal dan berkelanjutan dan melibatkan beberapa 
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aspek penting seperti pengolahan lahan, pemilihan dan penyemaian 
bibit, pemupukan, serta pemberantasan hama dan penyakit. Pengolahan 
lahan yang cermat memastikan tanah siap untuk mendukung pertum-
buhan tanaman dengan baik, sementara pemilihan bibit berkualitas 
dan penyemaian yang tepat meningkatkan potensi pertumbuhan dan 
produktivitas tanaman. 

Pemupukan yang sesuai memberikan nutrisi yang dibutuhkan 
tanaman, menjaga keseimbangan tanah, dan meningkatkan hasil panen. 
Pemupukan adalah usaha penting dalam pertanian yang bertujuan 
untuk menambahkan unsur hara yang diperlukan tanaman, baik lang-
sung pada tajuk tanaman atau melalui tanah, sesuai dengan kebutuhan 
spesifik tanaman. Proses ini bertujuan untuk melengkapi ketersediaan 
unsur hara yang mungkin kurang di lingkungan pertumbuhan tanaman, 
sehingga mendukung pertumbuhan optimal dan meningkatkan hasil 
panen (Fathin dkk, 2019: 439).

Selain itu, pemberantasan hama dan penyakit harus dilakukan 
dengan menggunakan metode yang efektif dan ramah lingkungan untuk 
memastikan perlindungan tanaman dari kerusakan tanpa menimbul-
kan dampak negatif yang signifikan terhadap ekosistem. Metode yang 
ramah lingkungan, seperti penggunaan pestisida alami, teknik biologi 
pengendalian hama, atau praktik manajemen integrasi, tidak hanya 
membantu mengurangi ketergantungan pada bahan kimia sintetis 
tetapi juga meminimalkan risiko pencemaran tanah, air, dan udara. 
Penggunaan metode ini mendukung kesehatan tanaman dan menjaga 
keseimbangan ekosistem, serta melindungi keberagaman hayati di 
sekitar area pertanian. 

4.	 Cara dan Waktu Panen yang Tepat
Metode panen yang efisien melibatkan penggunaan teknik dan alat 
yang tepat untuk memastikan bahwa proses pemanenan dilakukan 
dengan cepat dan efektif, meminimalkan kerusakan pada tanaman dan 
hasil panen. Dengan menggunakan peralatan modern seperti pema-
nen otomatis atau mesin panen yang sesuai, petani dapat mengurangi 
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waktu dan tenaga yang dibutuhkan untuk panen, serta menghindari 
kerusakan yang sering terjadi akibat pemanenan manual. Selain itu, 
metode panen yang efisien juga meliputi praktik seperti penanganan 
hasil panen yang hati-hati untuk mengurangi kerusakan selama trans-
portasi dan penyimpanan.

Memilih waktu panen yang tepat adalah faktor lain yang sangat 
mempengaruhi kualitas produk yang dihasilkan. Memilih waktu panen 
yang optimal juga memastikan bahwa tanaman dipanen pada saat 
puncak kematangan, ketika kandungan nutrisi, rasa, dan tekstur berada 
pada kondisi terbaik. Keterlambatan atau pemanenan terlalu awal dapat 
berdampak negatif pada kualitas produk, mengurangi nilai dan daya 
jualnya. Setelah panen, pengelolaan pasca panen yang baik, seperti pena-
nganan, penyimpanan, dan transportasi yang hati-hati, sangat penting 
untuk mempertahankan mutu hasil (Susilo, 2016: 48).

Waktu panen yang optimal tergantung pada berbagai faktor, terma-
suk varietas tanaman, kondisi iklim, dan ketinggian tempat. Setiap 
varietas tanaman memiliki masa panen yang ideal di mana kualitas dan 
kuantitas hasil panen mencapai puncaknya. Kondisi iklim, seperti suhu 
dan kelembapan, juga mempengaruhi kematangan buah atau biji dan 
dapat menentukan kapan waktu panen yang tepat untuk memastikan 
hasil yang berkualitas. Selain itu, ketinggian tempat berperan dalam 
mempengaruhi waktu pematangan tanaman, karena suhu dan kondisi 
lingkungan dapat bervariasi dengan ketinggian. 

5.	 Produk Bersifat Pabrikasi
Setelah panen, tidak semua produk dapat langsung dijual dalam 
bentuk mentahnya. Beberapa jenis produk memerlukan langkah-lang-
kah tambahan untuk memastikan kualitas dan keamanan sebelum 
mencapai konsumen. Proses pengolahan ini dapat mencakup berbagai 
tahap, mulai dari pembersihan dan pemotongan, hingga pengolahan 
lebih lanjut seperti pengeringan, pemasakan, atau pengepakan. Tujuan 
utama dari pengolahan ini adalah untuk memperpanjang umur simpan 
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produk, meningkatkan nilai tambah, serta memenuhi standar kualitas 
dan keamanan yang ditetapkan.

Produk pertanian seperti buah-buahan dan sayuran sering memer-
lukan proses pembersihan dan pemilahan untuk menghilangkan 
kotoran, pestisida, atau bagian yang tidak memenuhi standar kualitas. 
Selain itu, beberapa produk, seperti biji-bijian atau rempah-rempah, 
mungkin memerlukan pengeringan untuk mencegah pembusukan dan 
memperpanjang masa simpannya. Pengolahan juga dapat mencakup 
proses seperti pemasakan untuk produk olahan makanan, atau penge-
masan yang sesuai untuk menjaga kesegaran dan mencegah kerusakan 
selama transportasi.

Pengolahan lebih lanjut juga berperan penting dalam mencipta-
kan produk bernilai tinggi yang dapat menarik minat pasar. Misalnya, 
produk susu sering diproses menjadi berbagai jenis produk olahan 
seperti keju atau yogurt yang memiliki nilai jual lebih tinggi dibanding-
kan susu segar. Demikian pula, produk buah dapat diolah menjadi jus 
atau selai yang menawarkan rasa yang lebih tahan lama dan kemudahan 
dalam penyimpanan serta distribusi.

6.	 Ketergantungan pada Bahan Pembantu
Ketergantungan terhadap bahan pembantu merupakan langkah penting 
dalam manajemen produksi yang dapat mempengaruhi biaya dan proses 
produksi secara signifikan. Bahan pembantu, seperti pupuk, pestisida, 
bahan baku, dan peralatan tambahan berperan dalam mendukung 
proses produksi. Ketergantungan yang tinggi terhadap bahan-bahan 
ini dapat mempengaruhi stabilitas biaya produksi dan keberlangsungan 
operasional.

Salah satu dampak ketergantungan bahan pembantu adalah fluk-
tuasi biaya produksi. Ketergantungan yang besar pada bahan-bahan 
tertentu dapat menyebabkan biaya produksi menjadi tidak stabil, teru-
tama jika harga bahan pembantu tersebut mengalami perubahan signi-
fikan. Misalnya, jika sebuah perusahaan pertanian sangat bergantung 
pada jenis pupuk tertentu yang harganya dapat berfluktuasi, maka biaya 
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produksi bisa menjadi tidak terduga dan sulit untuk dikendalikan. 
Fluktuasi harga bahan pembantu ini dapat mempengaruhi margin 
keuntungan dan merencanakan anggaran produksi secara keseluruhan.

Selain mempengaruhi biaya, ketergantungan terhadap bahan 
pembantu juga dapat mempengaruhi proses produksi itu sendiri. 
Ketergantungan yang tinggi dapat menyebabkan masalah jika terjadi 
kekurangan atau keterlambatan dalam pasokan bahan-bahan tersebut. 
Misalnya, jika bahan baku yang diperlukan untuk produksi tidak tersedia 
tepat waktu, proses produksi dapat terhambat, menyebabkan penundaan 
dalam pengiriman produk dan gangguan dalam rantai pasok. 

7.	 Ketergantungan pada Musim
Perubahan musim dapat mempengaruhi siklus pertumbuhan tanaman 
dari fase awal penanaman hingga panen, dan seringkali menentukan 
kualitas serta kuantitas hasil panen. Indonesia merupakan negara berik-
lim tropis yang hanya memiliki dua musim, yaitu musim hujan dan 
musim kemarau, yang dipengaruhi oleh pola muson. Tanaman yang 
membutuhkan periode dingin untuk masa dormansi, seperti beberapa 
varietas buah-buahan dan sayuran, mungkin mengalami pertumbuhan 
yang buruk jika musim dingin tidak cukup panjang atau tidak cukup 
dingin (Rahayu dkk, 2018: 58).

Pada musim hujan, kelebihan air dapat menyebabkan masalah 
seperti genangan yang dapat merusak akar tanaman atau menyebabkan 
penyakit jamur. Sebaliknya, pada musim kemarau, kekurangan air dapat 
menghambat pertumbuhan dan mengurangi hasil panen, terutama jika 
sistem irigasi tidak memadai. Kondisi cuaca ekstrem, seperti kekeringan 
yang berkepanjangan atau hujan lebat, juga dapat mempengaruhi hasil 
panen secara drastis, menyebabkan penurunan kualitas dan kuantitas 
produk serta meningkatkan risiko kerugian.

Selain dampaknya pada hasil panen, musim juga mempengaruhi 
waktu panen, yang dapat menentukan kapan produk siap untuk dipa-
nen dan dipasarkan. Waktu panen yang tepat sangat penting untuk 
memastikan bahwa produk mencapai kematangan optimal, baik dari 
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segi rasa, tekstur, maupun nilai nutrisi. Ketidakpastian musiman dapat 
mengakibatkan penjadwalan panen yang tidak tepat, mengakibatkan 
produk yang terlalu matang atau kurang matang, yang pada akhirnya 
mempengaruhi kualitas produk dan keuntungan. 

Untuk mengatasi dampak musim, petani dan pengelola perke-
bunan perlu menerapkan strategi adaptasi yang efektif, seperti memilih 
varietas tanaman yang sesuai dengan kondisi iklim lokal dan mengim-
plementasikan teknologi pertanian yang dapat membantu mengelola 
risiko musiman. Penggunaan sistem irigasi yang efisien, penanaman 
pada waktu yang tepat, dan perencanaan panen yang fleksibel adalah 
beberapa langkah yang dapat diambil untuk meminimalkan dampak 
negatif musim dan mengoptimalkan hasil pertanian.

8.	 Bencana Alam
Setiap wilayah memiliki karakteristik geografi dan iklim yang mempe-
ngaruhi jenis bencana alam yang mungkin terjadi. Bencana alam meru-
pakan kejadian yang tidak dapat dihindarkan dan pada dasarnya dise-
babkan oleh peristiwa yang terjadi di alam tanpa adanya campur tangan 
manusia. Bencana ini sering kali timbul akibat perubahan alami di 
lingkungan, yang bisa berlangsung secara perlahan, seperti proses erosi 
atau pergeseran tanah, maupun secara ekstrim, seperti gempa bumi, 
letusan vulkanik, atau badai hebat (Rahayu dkk, 2018: 61).

Frekuensi bencana alam di suatu daerah dapat bervariasi dari 
tahun ke tahun dan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti peru-
bahan iklim, aktivitas vulkanik, dan pergeseran geologis. Pengembangan 
dan penerapan rencana mitigasi yang komprehensif dapat membantu 
mengurangi kerusakan dan mempercepat proses pemulihan setelah 
bencana. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, 
dan masyarakat setempat sangat penting dalam mengidentifikasi risiko 
dan merencanakan langkah-langkah mitigasi yang efektif.

9.	 Persiapan Panen dan Pasca Panen
Persiapan panen adalah kegiatan yang harus dilakukan sebelum memu-
lai proses panen untuk memastikan kelancaran dan efisiensi pelaksanaan 
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panen. Kegiatan ini mencakup berbagai aspek penting, seperti memper-
siapkan kondisi areal panen yang mencakup pemeriksaan dan perawatan 
lahan agar siap untuk proses panen, serta penyediaan sarana dan prasa-
rana yang diperlukan, seperti alat panen dan kendaraan untuk trans-
portasi hasil panen. Persiapan ini dimulai jauh sebelum waktu panen 
tiba, dengan perencanaan yang mencakup pemilihan waktu panen yang 
tepat, pemeliharaan peralatan, dan pelatihan tenaga kerja. Menentukan 
waktu panen yang optimal sangat penting untuk memastikan bahwa 
produk berada dalam kondisi terbaiknya, baik dari segi kematangan, 
rasa, maupun nilai gizi (Fackrurrozi dkk, 2019: 321).

Selama proses panen, penting untuk menggunakan metode yang 
efisien dan lembut agar produk tidak rusak atau terkontaminasi. Teknik 
panen yang tepat, seperti penggunaan alat yang sesuai dan pelaksanaan 
prosedur yang hati-hati, dapat meminimalkan kerusakan dan memas-
tikan bahwa produk dikumpulkan dalam keadaan optimal. Selain itu, 
perencanaan logistik untuk transportasi hasil panen juga harus diper-
hatikan untuk menjaga kualitas produk dari lokasi panen hingga ke 
tempat penyimpanan atau pemasaran. 

Setelah panen, tahap pasca panen memerlukan perhatian khusus 
untuk memastikan bahwa produk tetap dalam kondisi terbaiknya hingga 
mencapai konsumen. Kegiatan pascapanen dapat dikelompokkan 
menjadi dua tahapan utama, yaitu pasca panen primer (penanganan) 
dan pasca panen sekunder (pengolahan), Kegiatan ini bertujuan utama 
untuk menurunkan kehilangan hasil, menekan tingkat kerusakan, serta 
meningkatkan daya simpan (Darwis, 2018: 56). 

Penyimpanan yang tepat dan pengendalian suhu juga berperan 
penting dalam mempertahankan kesegaran dan kualitas produk. Proses 
pengemasan yang baik dapat melindungi produk selama distribusi dan 
mempengaruhi daya tarik serta keawetan produk saat dipasarkan. Selain 
aspek teknis, persiapan pasca panen juga harus mempertimbangkan 
aspek kebersihan dan keamanan. 
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Profil Bisnis UMKM Sektor Peternakan
Peternakan berperan dalam menyediakan pangan di seluruh dunia, khusus-
nya dalam memenuhi kebutuhan protein hewani. Sektor ini merupakan salah 
satu pilar utama dalam sistem pangan global, karena peternakan menyedi-
akan berbagai produk yang esensial bagi konsumsi manusia. Produk utama 
dari peternakan mencakup susu, daging, telur, dan bibit hewan. Selain produk 
utama, sektor peternakan juga menghasilkan berbagai produk sampingan 
yang sering kali memiliki nilai ekonomi yang memberikan manfaat tambahan 
bagi peternak dan industri terkait. Salah satu produk sampingan utama 
adalah bulu ayam dan bulu domba (Yendraliza dkk, 2017: 17). 

Sektor peternakan di Indonesia menunjukkan potensi yang signifikan 
sebagai bisnis yang prospektif dan strategis, mengingat besarnya permintaan 
daging di dalam negeri. Dengan populasi lebih dari 240 juta jiwa, Indonesia 
berada di urutan kelima dunia dalam hal jumlah penduduk, yang menja-
dikannya salah satu negara konsumen daging terbesar di dunia. Data dari 
Kementerian Perdagangan menunjukkan lonjakan impor sapi hidup dari 
409.137 ekor pada tahun 2013 menjadi 697.550 ekor pada tahun 2014, sebuah 
peningkatan sebesar 70,5%. 

Meskipun Kementerian Pertanian menetapkan target impor daging 
berkisar antara 10–15%, ketergantungan pada impor masih tinggi, menun-
jukkan bahwa Indonesia belum sepenuhnya mandiri dalam pemenuhan 
kebutuhan daging. Keterbatasan pasokan daging lokal berkontribusi pada 
kenaikan harga daging yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Hal 
ini menggarisbawahi potensi besar yang dimiliki industri peternakan sebagai 
sektor kunci dalam industri pangan nasional.

Manfaat besar dari bisnis peternakan terletak pada kemampuannya 
untuk memenuhi permintaan protein hewani yang tinggi di Indonesia, yang 
belum sepenuhnya dipenuhi oleh produksi dalam negeri. Bisnis peterna-
kan menawarkan peluang yang prospektif bagi pelaku usaha, mengingat 
besarnya jumlah penduduk sebagai pangsa pasar dan banyaknya produk 
turunan seperti pupuk dan bahan bakar dari kotoran ternak yang dapat 
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memberikan pendapatan tambahan. Adapun manfaat dari bisnis peternakan 
sebagai berikut:
1.	 Bagi Pelaku Usaha

Bagi pelaku usaha, bisnis peternakan menawarkan prospek yang menjan-
jikan dengan peluang besar untuk terus dikembangkan. Dengan jumlah 
penduduk Indonesia yang besar, sektor ini memiliki pangsa pasar yang 
luas dan potensi untuk pertumbuhan yang signifikan. Selain produk 
utama seperti daging, susu, dan telur, bisnis peternakan juga mengha-
silkan berbagai produk turunan yang memiliki nilai tambah, seperti 
kotoran ternak yang dapat diolah menjadi pupuk atau bahan bakar. 
Pengolahan produk sampingan ini tidak hanya mengurangi limbah 
tetapi juga memberikan pendapatan tambahan bagi peternak, menjadi-
kannya sebagai peluang bisnis yang menguntungkan dan berkelanjutan.

2.	 Bagi Perbankan
Bagi perbankan, sektor peternakan menawarkan peluang untuk berpe-
ran sebagai lembaga keuangan yang mendukung perkembangan industri 
ini melalui pemberian kredit produktif. Dengan potensi besar yang 
dimiliki oleh bisnis peternakan, terutama dalam konteks kebutuhan 
pangan yang terus meningkat dan luasnya pasar domestik, bank dapat 
memainkan peran krusial dalam menyediakan pendanaan yang dibu-
tuhkan untuk ekspansi dan modernisasi usaha peternakan. Kredit 
produktif yang diberikan dapat digunakan untuk berbagai keperluan, 
seperti pembelian bibit ternak, pembangunan fasilitas, atau peningkatan 
teknologi, yang pada gilirannya akan memperkuat kapasitas produksi 
dan efisiensi operasional. 

3.	 Bagi Pemerintah
Bagi pemerintah, pengembangan bisnis peternakan menawarkan 
peluang strategis untuk mencapai swasembada pangan, khususnya di 
sektor peternakan, dan mengurangi ketergantungan pada impor daging. 
Dengan mengoptimalkan potensi yang ada dalam industri peterna-
kan, pemerintah dapat memperkuat ketahanan pangan nasional dan 
memastikan ketersediaan daging yang lebih stabil serta terjangkau bagi 
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masyarakat. Inisiatif untuk mendukung pengembangan sektor ini, baik 
melalui kebijakan, insentif, maupun program pelatihan, akan memper-
cepat peningkatan kapasitas produksi dalam negeri dan mendorong 
inovasi serta efisiensi dalam sistem peternakan (Rijanto, 2015: 86).

Dengan mempertimbangkan manfaat ini, bisnis peternakan dapat 
memberikan peluang untuk pertumbuhan dan pengembangan di masa 
depan. Namun, agar bisnis peternakan dapat berkembang secara optimal, 
ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam sektor peternakan 
sebagai berikut:
1.	 Pengalaman dan Pengetahuan

Pihak yang terlibat dalam bisnis peternakan harus memiliki penga-
laman yang cukup serta pemahaman yang mendalam tentang berbagai 
risiko terkait untuk menjalankan usaha ini secara efektif. Pengalaman 
merupakan faktor yang sangat mendukung setiap individu maupun 
kelompok dalam bidang pekerjaan yang mereka geluti, karena melalui 
pengalaman, seseorang tidak hanya mengasah keterampilan teknis tetapi 
juga memperoleh wawasan yang mendalam mengenai berbagai aspek 
terkait dengan pekerjaan tersebut (Purnamasari dan Hernawati, 2013: 4).

Pengalaman minimal dua tahun di bidang peternakan dianggap 
sebagai standar yang wajar untuk memastikan bahwa pelaku usaha 
tidak hanya memiliki pengetahuan praktis tetapi juga telah menghadapi 
berbagai tantangan yang mungkin timbul dalam praktik sehari-hari. 
Dengan pengalaman yang cukup, pelaku usaha akan lebih mampu 
mengidentifikasi dan mengelola risiko-risiko yang mungkin muncul. 
Selain itu, pengetahuan juga memungkinkan pelaku usaha untuk 
membuat keputusan yang lebih baik dalam hal pemilihan bibit ternak, 
manajemen pakan, dan strategi pemasaran. 

2.	 Pemilihan Bibit Ternak
Dalam dunia peternakan, pemilihan bibit ternak adalah langkah awal 
untuk memastikan bahwa bibit ternak yang dipilih adalah bibit yang 
sehat, unggul, dan memiliki potensi yang baik untuk dikembangkan. 
Pemilihan bibit yang tepat tidak hanya berdampak pada pertumbuhan 
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ternak itu sendiri, tetapi juga berpengaruh besar terhadap kualitas 
produk akhir yang dihasilkan. Bibit yang sehat cenderung memiliki 
daya tahan tubuh yang lebih baik, dapat beradaptasi dengan lingkungan 
sekitar, dan memerlukan perawatan yang lebih sedikit. 

Selain kesehatan, kualitas bibit ternak juga sangat penting. Bibit 
unggul biasanya memiliki karakteristik genetik yang baik, seperti 
pertumbuhan yang cepat, kemampuan reproduksi yang baik, serta 
efisiensi dalam mengubah pakan menjadi daging atau susu. Bibit unggul 
juga berkontribusi pada kualitas produk akhir, seperti daging yang lebih 
lezat dan susu yang lebih berkualitas tinggi.

3.	 Usia Ternak untuk Dibiakkan
Dalam manajemen peternakan, penentuan usia anakan hewan ternak 
yang tepat untuk dijadikan sebagai indukan adalah hal yang sangat 
penting untuk mencapai hasil yang optimal dalam proses pembiakan. 
Usia anakan yang sesuai dengan usia produktif yang optimal tidak 
hanya mempengaruhi kesehatan hewan ternak, tetapi juga menentukan 
efisiensi dan keberhasilan dari kegiatan pembiakan itu sendiri. Setiap 
jenis hewan ternak memiliki rentang usia yang berbeda-beda di mana 
mereka dianggap siap untuk dibiakkan, dan pengetahuan tentang hal 
ini sangat penting bagi peternak.

Dalam dunia peternakan sapi, umumnya sapi siap dibiakkan 
pada usia antara 12 hingga 18 bulan. Pada usia ini, sapi telah mencapai 
tahap kematangan fisik dan hormonal yang diperlukan untuk proses 
pembiakan yang efektif. Memulai pembiakan pada usia ini membantu 
memastikan bahwa sapi memiliki ukuran tubuh yang cukup besar dan 
sistem reproduksi yang matang, sehingga meningkatkan kemungkinan 
keberhasilan dalam proses inseminasi atau kawin dan memastikan 
kelahiran anak sapi yang sehat.

Untuk kambing, usia yang tepat untuk pembiakan sedikit lebih 
awal dibandingkan dengan sapi. Kambing umumnya siap dibiakkan 
pada usia sekitar 10 bulan. Pada usia ini, kambing sudah menunjukkan 
kematangan seksual dan perkembangan fisik yang diperlukan untuk 
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mendukung proses reproduksi. Memulai pembiakan pada usia ini 
dapat membantu meningkatkan produktivitas kambing, karena mereka 
dapat mulai menghasilkan anak dan produk susu lebih awal, yang pada 
gilirannya meningkatkan potensi keuntungan dari usaha peternakan 
kambing (Rijanto, 2015: 87).

Dalam pembiakan ayam pedaging, usia yang optimal untuk memu-
lai adalah sekitar 12 hari. Meskipun ayam pedaging belum mencapai 
tahap dewasa, pemilihan bibit ayam pada usia ini sudah dapat memberi-
kan indikasi tentang potensi pertumbuhan dan kualitas daging mereka. 
Mengelola ayam pedaging dari usia dini memungkinkan peternak untuk 
memaksimalkan pertumbuhan dan efisiensi pakan, serta memastikan 
bahwa ayam mencapai ukuran yang diinginkan sebelum proses panen.

Dengan memahami dan menerapkan prinsip usia produktif yang 
optimal untuk setiap jenis hewan ternak, peternak dapat meningkatkan 
efektivitas dan hasil dari usaha peternakan mereka. Penyesuaian usia 
pembiakan yang tepat tidak hanya membantu dalam mendapatkan 
hewan ternak yang sehat dan produktif, tetapi juga berkontribusi pada 
pengelolaan sumber daya yang lebih efisien dan hasil akhir yang lebih 
baik.

4.	 Jaringan Pemasaran
Dalam dunia peternakan, memiliki jaringan pemasaran yang baik dan 
luas adalah faktor krusial yang dapat mempengaruhi kesuksesan dan 
keberhasilan proses penjualan ternak. Jaringan ini tidak hanya melibat-
kan perusahaan itu sendiri, tetapi juga mencakup pelanggan, pekerja, 
pemasok, penyalur, pengecer, agen iklan, ilmuwan, dan berbagai pihak 
lainnya yang memiliki peran krusial dalam ekosistem bisnis. Jaringan 
pemasaran yang efektif tidak hanya mempermudah proses penjualan, 
tetapi juga berperan penting dalam menentukan harga jual yang optimal 
dan kompetitif (Epriliyana, 2019: 24).

Jaringan pemasaran yang kuat memberikan peternak keuntungan 
strategis dalam hal penetapan harga. Selain itu, jaringan pemasaran yang 
baik juga dapat membantu peternak dalam hal distribusi dan logistik. 
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Selain manfaat langsung dalam hal harga dan distribusi, jaringan pema-
saran yang luas juga memberikan peluang bagi peternak untuk memba-
ngun reputasi dan brand mereka di pasar. Dengan terhubung dengan 
berbagai pembeli dan pelaku industri, peternak dapat meningkatkan 
visibilitas mereka dan memperkuat kepercayaan konsumen terhadap 
produk mereka. 

5.	 Risiko Penyakit
Penyakit pada ternak dapat menimbulkan kerugian ekonomi yang 
signifikan, baik bagi peternak maupun masyarakat luas secara umum, 
karena dapat mengganggu produksi dan reproduksi ternak. Dampak 
ekonomi dari penyakit ternak mencakup biaya pengobatan yang tinggi, 
penurunan produktivitas, dan kehilangan pendapatan dari hasil ternak 
yang terpengaruh. Terlebih lagi, penyakit yang bersifat menular sering 
kali memerlukan perhatian yang lebih serius karena dapat menyebar 
cepat dan luas, sehingga penanganan harus dilakukan secara cepat dan 
tepat untuk mencegah penyebaran lebih lanjut. 

Peternak harus memiliki mengidentifikasi berbagai jenis risiko 
penyakit yang dapat menyerang hewan ternak untuk mengantisipasi 
dan mengelola potensi ancaman terhadap kesehatan ternak mereka. 
Seperti karakteristik penyakit, gejala, dan penyebabnya adalah langkah 
awal yang penting dalam pencegahan dan penanganan. Selain itu, peter-
nak perlu mencari dan menerapkan strategi efektif untuk mengurangi 
risiko tersebut, seperti vaksinasi rutin, pengawasan kesehatan, sanitasi 
yang baik, dan manajemen pakan yang tepat (Pratama dkk, 2020: 653).

6.	 Fluktuasi Harga
Fluktuasi harga hewan ternak merupakan tantangan yang harus diha-
dapi oleh peternak dan pelaku usaha di sektor peternakan. Perubahan 
harga yang tajam sering terjadi sebagai akibat dari variasi dalam pasokan 
dan permintaan di pasar. Misalnya, harga hewan ternak dapat turun 
drastis ketika pasokan meningkat secara signifikan, yang sering kali 
terjadi selama periode puncak produksi atau ketika banyak peternak 
menjual ternaknya sekaligus. 
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Sebaliknya, harga dapat melonjak tajam saat permintaan mening-
kat, seperti yang terlihat pada hari raya, libur panjang, atau acara khusus 
yang mendorong kebutuhan akan hewan ternak untuk konsumsi atau 
perayaan. Kondisi ini menciptakan ketidakpastian bagi peternak, yang 
harus mampu mengelola fluktuasi harga ini dengan strategi yang efektif, 
seperti perencanaan produksi yang cermat, penyimpanan cadangan, dan 
diversifikasi pasar untuk memitigasi dampak negatif dari perubahan 
harga. 

7.	 Harga Pakan Ternak
Harga pakan ternak yang tinggi, terutama jika sebagian besar masih 
diimpor, merupakan tantangan bagi peternak dan dapat berdampak 
besar pada biaya operasional serta profitabilitas usaha peternakan. Untuk 
mengatasi masalah ini, peternak sebaiknya mencari alternatif pakan dari 
pemasok lokal guna mengurangi ketergantungan pada pakan impor 
yang sering kali menghadapi fluktuasi harga dan biaya pengiriman 
yang tinggi. Dengan beralih ke pakan lokal, peternak tidak hanya dapat 
menekan biaya operasional tetapi juga meningkatkan efisiensi usaha 
secara keseluruhan. 

Alternatif pakan lokal, seperti sisa pertanian atau bahan pakan yang 
tersedia di sekitar daerah peternakan, dapat membantu mengurangi 
beban biaya dan memastikan keberlanjutan usaha peternakan. Selain 
itu, pemilihan pakan lokal juga mendukung perekonomian daerah dan 
mengurangi jejak karbon dari transportasi. Peternak perlu mengeksplo-
rasi berbagai sumber pakan lokal, menjalin kemitraan dengan pemasok 
setempat, dan melakukan penyesuaian pada formulasi pakan untuk 
memastikan bahwa ternak tetap mendapatkan nutrisi yang optimal 
sambil mengurangi pengeluaran.

Profil Bisnis UMKM Sektor Perikanan
Bisnis perikanan adalah suatu proses yang melibatkan pengelolaan dan opti-
malisasi sumber daya perikanan dengan tujuan utama untuk menghasilkan 
keuntungan yang berkelanjutan. Aktivitas dalam bisnis perikanan mencakup 
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seluruh aspek yang berkaitan dengan penangkapan ikan, budidaya ikan, 
pengolahan ikan, serta distribusi produk ikan ke pasar. Dalam menjalankan 
bisnis perikanan, terdapat pertimbangan dari berbagai aspek, seperti aspek 
ekonomi, aspek sosial, dan aspek lingkungan.

Aspek ekonomi seperti biaya produksi, harga jual, dan profitabilitas, 
yang semuanya harus dikelola dengan hati-hati agar bisnis tetap meng-
untungkan. Biaya produksi meliputi segala pengeluaran yang diperlukan 
untuk menjalankan operasi, termasuk biaya tenaga kerja, bahan baku, dan 
infrastruktur. Aspek sosial seperti kesejahteraan nelayan dan masyarakat 
sekitar mencakup kondisi kerja yang aman, hak-hak yang terjamin, serta 
akses ke pelatihan dan dukungan untuk meningkatkan keterampilan mereka 
(Kurniawan, 2023: 114).

Sedangkan aspek lingkungan seperti upaya konservasi sumber daya 
alam dan pengelolaan lingkungan untuk meminimalkan dampak negatif 
terhadap ekosistem. Pengelolaan bisnis perikanan yang baik memerlu-
kan perencanaan dan strategi yang matang. Kerjasama antara berbagai 
pihak terkait, seperti pemerintah, pelaku usaha, dan komunitas lokal, sangat 
penting untuk mencapai tujuan bisnis yang berkelanjutan. Tujuan dari bisnis 
perikanan adalah untuk menciptakan keuntungan ekonomi yang stabil 
sambil menjaga keberlanjutan lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan 
sosial. Indonesia memiliki sumber daya perikanan yang sangat luas, meliputi:
1.	 Perikanan Tangkap

Perikanan tangkap di Indonesia beroperasi di perairan umum yang 
membentang seluas 54 juta hektar dan potensi produksi sebesar 0,9 juta 
ton per tahun. Aktivitas ini memanfaatkan luasnya area perairan untuk 
menangkap berbagai jenis ikan dan produk laut, yang dapat berkontri-
busi signifikan terhadap ketahanan pangan dan perekonomian nasional. 
Potensi besar ini menuntut perhatian khusus dalam hal konservasi 
sumber daya dan pengembangan teknologi untuk memastikan bahwa 
kegiatan tangkap tidak hanya menguntungkan secara ekonomi tetapi 
juga ramah lingkungan.
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Perikanan tangkap meliputi penangkapan ikan baik di laut maupun 
di perairan umum. Perikanan tangkap di laut melibatkan penggunaan 
berbagai metode untuk menangkap ikan di lautan, sedangkan perikanan 
tangkap di perairan umum mencakup penangkapan ikan di sungai, 
danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya. Kedua jenis perikanan 
ini penting untuk penyediaan pangan dan kontribusi ekonomi, dengan 
masing-masing metode disesuaikan dengan kondisi lingkungan dan 
sumber daya yang ada (Fachrussyah, 2010: 3).

2.	 Budidaya Laut
Budidaya laut mencakup berbagai kegiatan penting dalam industri 
perikanan yang meliputi budidaya ikan, moluska, dan rumput laut, 
masing-masing dengan teknik dan tujuan spesifik. Budidaya ikan, 
seperti kakap, kerapu, dan gobia, dilakukan dalam keramba jaring apung 
atau kolam laut untuk meningkatkan produksi ikan konsumsi secara 
efisien. Sementara itu, budidaya moluska meliputi kerang, mutiara, dan 
teripang, dengan metode yang disesuaikan untuk memastikan kualitas 
dan hasil optimal, baik untuk konsumsi maupun aplikasi industri. 

Budidaya rumput laut, seperti Eucheuma dan Kappaphycus, sangat 
penting untuk industri pangan, kosmetik, dan farmasi. Rumput laut 
digunakan dalam produk makanan, perawatan kulit, dan suplemen 
kesehatan. Selain manfaat ekonominya, budidaya rumput laut juga 
mendukung kesehatan ekosistem laut dengan menyediakan habitat 
bagi spesies lain dan membantu penyerapan karbon, berkontribusi pada 
mitigasi perubahan iklim.

3.	 Budidaya Air Payau
Sektor perikanan, khususnya dalam budidaya air payau, telah berpe-
ran dalam perekonomian baik secara nasional maupun internasional. 
Budidaya air payau di Indonesia dalam pengembangan sektor perikanan, 
memiliki potensi lahan pengembangan yang signifikan. Dengan luas 
area sekitar 913.000 hektar, tambak air payau menawarkan peluang 
besar untuk mengembangkan berbagai jenis komoditas perikanan, 
seperti udang, ikan konsumsi, dan rumput laut. Potensi lahan yang 
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luas ini, jika dikelola dengan baik, dapat meningkatkan produksi dan 
membantu memenuhi permintaan pasar domestik dan internasional 
(Adiman dkk, 2023: 176).

Tambak air payau adalah sistem budidaya yang memanfaatkan 
perairan dengan salinitas yang bervariasi, biasanya berada di antara 
air tawar dan air laut. Sistem ini memerlukan teknologi dan praktik 
khusus untuk mengatur salinitas dan kualitas air agar sesuai dengan 
kebutuhan spesifik dari spesies yang dibudidayakan. Selain itu, tambak 
juga dapat digunakan untuk budidaya ikan seperti bandeng dan kakap, 
serta rumput laut yang memiliki nilai ekonomi tinggi.

4.	 Budidaya Air Tawar
Budidaya air tawar mencakup berbagai metode yang melibatkan peng-
gunaan sumber daya air tawar seperti danau, waduk, sungai, rawa, serta 
kolam air tawar dan mina padi di sawah. Dalam perairan umum, budi-
daya ikan dilakukan di danau, waduk, sungai, dan rawa, yang memberi-
kan peluang bagi pengembangan berbagai jenis ikan konsumsi dan ikan 
hias. Pengelolaan perairan umum ini melibatkan penyesuaian dengan 
kondisi ekosistem lokal dan teknik pemeliharaan yang sesuai untuk 
memastikan keberlanjutan produksi dan keseimbangan lingkungan. 

Selain itu, kolam air tawar juga merupakan bagian penting dari 
budidaya ini yang menyediakan ruang terkontrol untuk memelihara 
berbagai spesies ikan dalam skala yang lebih kecil dan terkelola dengan 
baik. Kolam-kolam ini sering digunakan untuk budidaya ikan konsumsi 
seperti nila, lele, dan gurame, yang dapat diproduksi dengan metode 
intensif untuk memenuhi kebutuhan pasar lokal dan regional. Dengan 
metode intensif, kolam air tawar dapat memenuhi kebutuhan pasar lokal 
dan regional, mendukung ketahanan pangan, dan menciptakan peluang 
ekonomi bagi petani ikan serta masyarakat sekitar.

5.	 Bioteknologi Kelautan
Bioteknologi kelautan adalah bidang yang memanfaatkan biota laut 
untuk berbagai keperluan, termasuk pembuatan atau modifikasi produk, 
perbaikan kualitas genetik tumbuhan dan hewan laut, serta rekayasa 
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organisme untuk memenuhi kebutuhan tertentu dan perbaikan ling-
kungan. Bioteknologi kelautan merupakan bidang yang berkembang 
pesat dan memiliki potensi besar dalam berbagai aspek industri dan 
pemanfaatan sumber daya laut. Pengembangan industri bioteknologi 
kelautan melibatkan penelitian dan aplikasi teknologi canggih untuk 
mengolah dan memanfaatkan bahan-bahan yang berasal dari ling-
kungan laut. 

Salah satu aplikasi utama dari bioteknologi kelautan adalah dalam 
produksi bahan baku makanan, di mana komponen dari organisme 
laut, seperti alga dan moluska, diolah untuk menghasilkan produk yang 
bergizi dan bernilai tinggi. Selain itu, bioteknologi kelautan berperan 
penting dalam pengembangan pakan alami untuk aquaculture, menye-
diakan solusi berkelanjutan untuk pemberian makan ikan dan udang 
yang memenuhi kebutuhan nutrisi mereka dengan efisien (Angraini 
dan Desmaniar, 2020: 70).

Dalam bisnis perikanan ikan laut tangkap, terdapat beberapa faktor 
penting yang perlu diperhatikan untuk memastikan kelancaran operasional 
dan keberhasilan usaha. Adapun beberapa faktor yang harus diperhatikan 
dalam bisnis penangkapan ikan laut dalam usaha ini antara lain:
1.	 Faktor Iklim dan Cuaca

Kondisi cuaca memiliki dampak yang signifikan terhadap kegiatan 
nelayan, karena fluktuasi cuaca dapat mempengaruhi aktivitas penang-
kapan ikan secara langsung. Perubahan mendadak dalam suhu, angin, 
dan gelombang laut dapat mengganggu operasi penangkapan ikan, 
berpotensi mengurangi efisiensi serta keselamatan nelayan dan meme-
ngaruhi hasil tangkapan mereka. Akibatnya, penghasilan nelayan sangat 
bergantung pada kondisi cuaca yang seringkali tidak dapat diprediksi. 

2.	 Faktor Pasokan dan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM)
Nelayan yang menggunakan mesin berbahan bakar minyak sangat 
tergantung pada ketersediaan dan harga BBM. Fluktuasi harga BBM 
dapat mempengaruhi biaya operasional dan mengurangi profitabilitas 
usaha perikanan. Kenaikan harga BBM dapat meningkatkan biaya 
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operasional dan mengurangi margin keuntungan, sementara ketidak-
stabilan pasokan dapat mengganggu jadwal pelayaran dan menambah 
beban logistik. 

3.	 Saluran Pemasaran
Memilih lokasi usaha yang strategis tidak hanya mempengaruhi aksesi-
bilitas bagi pelanggan tetapi juga berdampak pada potensi keberhasilan 
bisnis. Kemudahan bagi konsumen untuk menjangkau tempat usaha 
dapat meningkatkan jumlah kunjungan dan, pada akhirnya, mempenga-
ruhi volume penjualan. Lokasi yang jauh dari Tempat Pelelangan Ikan 
(TPA) dapat menimbulkan masalah signifikan dalam rantai pemasaran 
hasil tangkapan ikan (Fitriyani dkk, 2019: 49).

4.	 Kapal Penangkap Ikan
Spesifikasi kapal yang mencakup galangan, tipe, ukuran, kapasitas palka, 
tanki air tawar, tanki bahan bakar, daya jangkau pelayaran, akomodasi 
untuk ABK, serta mesin utama dan bantu harus diperhatikan dengan 
cermat untuk memastikan efisiensi operasional. Alat bantu navigasi 
dan instrumentasi penangkapan ikan juga penting untuk mendukung 
keberhasilan dan efektivitas kegiatan perikanan.

5.	 Alat Penangkapan Ikan
Pemilihan jenis, ukuran, bahan, dan alat bantu penangkapan ikan 
berperan dalam keberhasilan operasi penangkapan. Alat penangkapan 
harus disesuaikan dengan spesies ikan yang ingin ditargetkan serta 
teknik penangkapan yang diterapkan. Alat bantu seperti pelampung, 
pemberat, dan penanda juga harus dipilih dengan cermat agar sesuai 
dengan teknik penangkapan, baik itu penangkapan menggunakan 
jaring, pancing, atau alat lainnya. 

6.	 Tenaga Kerja
Tenaga kerja terdiri dari individu yang berada dalam rentang usia 
produktif yang secara aktif berkontribusi terhadap kegiatan ekonomi, 
baik dalam sektor formal maupun informal. Aspek tenaga kerja dalam 
bisnis perikanan mencakup jumlah, komposisi, fungsi, kualifikasi, keter-
sediaan, dan pelatihan. Memastikan tenaga kerja memiliki kualifikasi 
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BAB VI
STRATEGI PEMBERDAYAAN UMKM

Strategi pemberdayaan UMKM adalah upaya sistematis dan terencana 
untuk meningkatkan kapasitas, kemandirian, dan daya saing usaha-usaha 

kecil dan menengah di berbagai sektor. Dalam menghadapi tantangan globa-
lisasi, perubahan teknologi, dan dinamika pasar yang terus berkembang, 
UMKM memerlukan dukungan yang kuat untuk beradaptasi dan berkem-
bang. Oleh karena itu, strategi pemberdayaan UMKM melibatkan berba-
gai aspek, termasuk akses terhadap modal, pelatihan dan pengembangan 
keterampilan, penyediaan infrastruktur yang memadai, serta penciptaan 
lingkungan bisnis yang kondusif. 
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Kebijakan Pemberdayaan UMKM
UMKM masih menghadapi persoalan-persoalan klasik yang hingga kini 
belum sepenuhnya terselesaikan. Persoalan-persoalan ini sering kali bersifat 
kronis dan terus-menerus menghambat kemajuan UMKM. Oleh karena 
itu, pemerintah perlu menyiapkan program-program strategis yang dituju-
kan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat yang terlibat dalam usaha 
ekonomi sektor informal, khususnya mereka yang berada dalam kategori 
usaha mikro dan masih berstatus keluarga miskin. 

Tujuan utama dari program-program ini adalah untuk meningkatkan 
pendapatan yang stabil melalui upaya pemberdayaan yang dapat mengubah 
unit usaha mikro menjadi lebih mandiri, berkelanjutan, dan siap untuk 
menghadapi persaingan. Program tersebut harus mencakup fasilitas untuk 
peningkatan kapasitas usaha, pelatihan keterampilan pengelolaan usaha, 
serta memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang diperlukan 
untuk memastikan bahwa UMKM tidak hanya bertahan tetapi juga dapat 
tumbuh dan bersaing secara efektif di pasar.

Kebijakan pemberdayaan UMKM berfokus pada upaya sistematis dan 
terintegrasi untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan usaha 
mikro, kecil, dan menengah, yang merupakan komponen krusial dalam 
ekonomi nasional. Kebijakan ini mencakup berbagai inisiatif dan program 
yang dirancang untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi oleh 
UMKM dan untuk memanfaatkan potensi mereka secara maksimal. Berikut 
adalah kebijakan dan program tersebut:
1.	 Penyediaan Kemudahan dan Pembinaan

Program ini dirancang untuk memberikan kemudahan dalam memu-
lai usaha dengan menyediakan berbagai bentuk bantuan mulai dari 
proses perizinan hingga pemilihan lokasi usaha yang strategis. Selain 
itu, program ini juga menawarkan perlindungan terhadap usaha dari 
pungutan informal yang sering kali menjadi hambatan bagi pengusaha 
baru. Program ini bertujuan untuk memfasilitasi pengusaha dalam 
memulai dan menjalankan usaha mereka dengan lebih lancar dan efektif. 
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2.	 Skim Pembiayaan Alternatif
Penyediaan berbagai skim pembiayaan alternatif yang tidak mendis-
torsi pasar merupakan langkah dalam mendukung pengembangan 
UMKM, terutama bagi mereka yang kesulitan mengakses modal melalui 
jalur konvensional. Sistem bagi-hasil dari dana bergulir, sistem tang-
gung-renteng, dan jaminan dari tokoh masyarakat setempat sebagai 
pengganti agunan adalah contoh pendekatan inovatif yang dirancang 
untuk memudahkan akses ke pembiayaan tanpa memerlukan aset fisik 
sebagai jaminan (Hamdani, 2020: 48).

3.	 Dukungan Teknis dan Pendanaan Terkoordinasi
Penyelenggaraan dukungan teknis dan pendanaan yang bersumber dari 
berbagai instansi pusat, daerah, dan BUMN merupakan langkah untuk 
memperkuat ekosistem UMKM di Indonesia. Program ini dirancang 
untuk meningkatkan koordinasi, profesionalisme, dan institusionalisasi 
dalam pemberian dukungan kepada UMKM, sehingga menciptakan 
sinergi yang efektif antara berbagai pihak yang terlibat. 

4.	 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
Penyediaan dukungan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan 
dan kualitas layanan lembaga keuangan mikro (LKM) dirancang untuk 
memperkuat lembaga-lembaga yang berperan dalam menyediakan 
pembiayaan serta layanan keuangan lainnya kepada UMKM, dengan 
tujuan utama untuk memastikan bahwa mereka dapat beroperasi dengan 
efisiensi dan efektivitas yang lebih tinggi. Dengan meningkatkan kapa-
sitas kelembagaan, program ini tidak hanya mendukung peningkatan 
kemampuan manajerial dan operasional LKM, tetapi juga memastikan 
bahwa layanan yang diberikan kepada UMKM menjadi lebih berkualitas 
dan responsif terhadap kebutuhan pasar. 

5.	 Pelatihan Kewirausahaan dan Manajemen
Penyelenggaraan pelatihan yang berfokus pada budaya usaha, kewi-
rausahaan, dan bimbingan teknis dalam manajemen usaha penting 
untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan pengusaha mikro. 
Pelatihan ini memberikan wawasan tentang praktik terbaik dalam 
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menjalankan usaha, memperkuat sikap profesional, serta meningkatkan 
keterampilan praktis dalam mengelola aspek operasional usaha. 

6.	 Penyediaan Infrastruktur dan Jaringan
Penyediaan infrastruktur dan jaringan pendukung bagi usaha mikro 
serta pengembangan kemitraan usaha. Infrastruktur yang memadai 
dan jaringan yang kuat dapat membantu usaha mikro dalam operasi-
onal sehari-hari dan pengembangan bisnis. Infrastruktur dan jaringan 
memungkinkan organisasi untuk beradaptasi dengan kebutuhan dan 
dinamika yang ditimbulkan oleh perubahan teknologi yang cepat 
(Pandiangan dkk, 2024: 31).

7.	 Fasilitasi Organisasi Bersama
Fasilitasi dan dukungan untuk pembentukan wadah organisasi bersama 
di antara usaha mikro, termasuk pedagang kaki lima, dalam bentuk 
koperasi atau asosiasi usaha lainnya sangat penting untuk meningkat-
kan posisi tawar dan efisiensi usaha mikro. Pembentukan organisasi 
semacam ini memungkinkan para pelaku usaha mikro untuk bergabung 
dalam sebuah platform yang dapat memperkuat posisi mereka dalam 
pasar, memberikan mereka kekuatan tawar yang lebih besar terhadap 
pemasok dan pelanggan. 

8.	 Dukungan Pengembangan Usaha Tradisional
Penyediaan dukungan untuk pengembangan usaha mikro tradisional 
dan pengrajin melalui pendekatan pembinaan sentra-sentra produksi 
atau klaster, disertai dengan penyediaan infrastruktur yang memadai, 
dirancang untuk mengintegrasikan usaha mikro ke dalam ekosistem 
produksi yang lebih terstruktur. Infrastruktur yang memadai, seperti 
fasilitas produksi, ruang penyimpanan, dan sistem distribusi yang efisien, 
akan memperkuat kemampuan usaha mikro untuk bersaing di pasar 
yang lebih luas, sambil mempromosikan keberlanjutan dan pertum-
buhan sektor usaha tradisional. 

9.	 Pengembangan Ekonomi Pedesaan
Penyediaan dukungan dan kemudahan untuk pengembangan usaha 
ekonomi produktif bagi usaha mikro dan sektor informal dirancang 
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untuk memperkuat ekonomi di daerah-daerah pedesaan, yang sering 
kali menjadi basis bagi banyak usaha mikro dan merupakan pusat kegi-
atan ekonomi bagi komunitas lokal. Kemudahan dalam hal perizinan, 
pembiayaan, serta akses ke pasar akan membantu usaha-usaha tersebut 
untuk tumbuh dan beroperasi lebih efisien, sehingga berkontribusi 
pada peningkatan pendapatan dan kualitas hidup masyarakat pedesaan 
(Hamdani, 2020: 49).

Kebijakan pemberdayaan UMKM ini bertujuan untuk menciptakan 
ekosistem yang mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif 
dengan mengatasi berbagai hambatan yang dihadapi oleh UMKM serta 
memberikan peluang yang lebih besar untuk berkembang. Dalam rangka 
mencapai tujuan ini, kebijakan tersebut melibatkan berbagai strategi yang 
dirancang untuk memperkuat kapasitas UMKM, memfasilitasi akses ke 
sumber daya dan pasar, serta mengurangi berbagai tantangan yang sering 
menghambat pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah. 

Langkah-Langkah Pemberdayaan
Selain kebijakan pemerintah yang berpihak kepada UMKM, strategi pember-
dayaan UMKM mencakup berbagai model dan pendekatan yang dirancang 
untuk mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan usaha mikro, kecil, dan 
menengah. Pemerintah dan pendukung ekonomi kerakyatan perlu menerap-
kan model pemberdayaan yang holistik dan terintegrasi, yang tidak hanya 
fokus pada penyediaan dukungan finansial tetapi juga mencakup aspek-aspek 
lain seperti pelatihan, akses pasar, dan pengembangan infrastruktur.

Pemberdayaan UMKM merupakan langkah strategis yang memiliki 
dampak besar pada perekonomian nasional. Usaha mikro, kecil, dan mene-
ngah tidak hanya berkontribusi terhadap penyediaan lapangan kerja yang 
signifikan, tetapi juga memainkan peran kunci dalam mengurangi kesen-
jangan sosial dan ekonomi. Dengan menyediakan kesempatan yang lebih 
merata bagi masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi, UMKM 
membantu menyebarluaskan keuntungan ekonomi ke berbagai lapisan 
masyarakat, yang pada gilirannya dapat mengurangi tingkat kemiskinan.
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BAB VII
PERAN, KOORDINASI, DAN PENYELENGGARAAN UMKM

Peran, koordinasi, dan penyelenggaraan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, 
dan Menengah) merupakan aspek fundamental dalam pengembangan 

ekonomi lokal dan nasional. UMKM berperan penting sebagai pengge-
rak utama dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan 
masyarakat, dan mendorong inovasi serta daya saing di tingkat lokal. Dengan 
struktur yang fleksibel dan skala usaha yang lebih kecil, UMKM dapat 
dengan cepat beradaptasi dengan perubahan pasar dan kebutuhan konsu-
men, memberikan kontribusi signifikan terhadap stabilitas ekonomi serta 
pemberdayaan komunitas lokal.

Peran UMKM dalam perekonomian tidak bisa dipandang sebelah mata, 
dan koordinasi yang baik serta penyelenggaraan yang efektif adalah kunci 
untuk memastikan bahwa potensi UMKM dapat dimaksimalkan. Melalui 
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sinergi antara semua pihak yang terlibat, UMKM diharapkan dapat berkem-
bang dengan pesat, berkontribusi pada perekonomian, dan memberikan 
dampak positif bagi masyarakat luas.

Peran Pemerintah dalam UMKM
Pembangunan ekonomi di suatu daerah tidak dapat dipisahkan dari peran 
dan tanggung jawab pemerintah daerah. Sesuai dengan amanat yang tertu-
ang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah, pemerintah daerah memegang peran sentral dalam menjalankan 
pemerintahan yang mencakup berbagai aspek, termasuk pembangunan 
ekonomi. Tanggung jawab ini mencakup pengelolaan sumber daya, peren-
canaan pembangunan, dan pelaksanaan program-program yang bertujuan 
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Salam dan Prathama, 2022: 
137).

Salah satu kewajiban utama pemerintah daerah dalam pembangunan 
ekonomi adalah meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Hal ini 
mencakup berbagai upaya yang dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh 
lapisan masyarakat dapat merasakan manfaat dari pertumbuhan ekonomi 
yang terjadi di daerah mereka. Peningkatan kualitas hidup masyarakat bukan 
hanya tentang peningkatan pendapatan, tetapi juga mencakup akses terhadap 
pendidikan, kesehatan, dan layanan dasar lainnya yang diperlukan untuk 
kehidupan yang layak.

Untuk mencapai tujuan ini, pemerintah daerah perlu mengambil lang-
kah-langkah konkret dalam mendorong kreativitas dan inovasi di kalangan 
masyarakat. Kreativitas dan inovasi merupakan kunci dalam menciptakan 
solusi yang efektif dan berkelanjutan bagi masalah-masalah yang dihadapi 
oleh masyarakat di berbagai sektor, mulai dari pertanian, industri, hingga 
layanan jasa. Dengan mendorong masyarakat untuk berpikir kreatif dan 
inovatif, pemerintah daerah dapat membantu mereka menemukan cara-cara 
baru untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing, baik di tingkat lokal 
maupun nasional.
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Inisiatif pemerintah daerah dalam mendorong kreativitas dan inovasi 
juga harus didukung oleh kebijakan yang proaktif dan berorientasi pada hasil. 
Kebijakan yang dibuat harus mencerminkan kebutuhan dan potensi daerah, 
serta mampu memberikan stimulus yang tepat untuk mendorong partisipasi 
masyarakat dalam pembangunan ekonomi. Hal ini termasuk kebijakan fiskal, 
regulasi, serta insentif bagi usaha kecil dan menengah yang berpotensi untuk 
berkembang dan memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian 
daerah (Sumadi, 2021: 139).

Untuk melaksanakan perannya, Pemerintah dan Pemerintah Daerah 
wajib melakukan hal-hal berikut:
1.	 Menyediakan data dan informasi pelaku usaha mikro, usaha kecil, dan 

usaha menengah yang siap bermitra. Data yang disediakan harus aku-
rat dan terupdate, mencakup informasi seperti kapasitas produksi, je-
nis produk atau jasa yang ditawarkan, serta potensi kolaborasi dengan 
usaha lain. Penyediaan data ini penting untuk memastikan bahwa 
UMKM dapat dihubungkan dengan mitra potensial yang sesuai, baik 
dari sektor usaha menengah maupun usaha besar.

2.	 Mengembangkan proyek percontohan kemitraan. Proyek percontohan 
ini bertujuan untuk menunjukkan model kemitraan yang sukses dan 
dapat direplikasi oleh UMKM lainnya di berbagai wilayah. Dalam 
pengembangan proyek ini, pemerintah perlu melibatkan berbagai 
pihak terkait, seperti asosiasi pengusaha, lembaga keuangan, dan 
institusi pendidikan, untuk memastikan keberlanjutan dan keberha-
silan proyek.

3.	 Memfasilitasi dukungan kebijakan yang mencakup berbagai aspek, 
seperti insentif fiskal, kemudahan akses permodalan, pengurangan 
beban regulasi, serta perlindungan hukum bagi pelaku UMKM. 
Pemerintah juga perlu memastikan bahwa kebijakan yang ada tidak 
hanya mendukung kemitraan, tetapi juga melindungi kepentingan 
UMKM dari potensi ketidakadilan atau eksploitasi dalam hubungan 
kemitraan.

4.	 Melakukan koordinasi penyusunan kebijakan dan program pelak-
sanaan, pemantauan, evaluasi, serta pengendalian umum terhadap 
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pelaksanaan kemitraan. Selain penyusunan kebijakan, pemerintah 
juga harus memastikan bahwa pelaksanaan program tersebut berjalan 
sesuai rencana melalui pemantauan yang ketat dan evaluasi berkala 
(Hanim dan Lathifah, 2018: 85).

Dengan menjalankan langkah-langkah di atas, Pemerintah dan 
Pemerintah Daerah dapat lebih efektif dalam memfasilitasi kemitraan yang 
saling menguntungkan antara Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), 
usaha menengah, serta usaha besar, yang pada akhirnya akan mendorong 
terciptanya pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. 
Dengan demikian, potensi UMKM sebagai motor penggerak ekonomi lokal 
dapat dioptimalkan, sementara usaha menengah dan besar dapat memper-
luas pasar dan meningkatkan daya saing mereka, sehingga keseluruhan 
ekosistem ekonomi menjadi lebih dinamis dan resilient terhadap perubahan 
pasar global. 

Koordinasi dan Pemberdayaan UMKM
Koordinasi adalah konsep fundamental dalam manajemen dan pelaksa-
naan tugas-tugas, yang melibatkan berbagai badan, instansi, atau unit yang 
bekerja bersama secara teratur untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 
Menurut Djamin dalam Hasibuan (2016), koordinasi didefinisikan sebagai 
suatu usaha kerja sama antara berbagai elemen dalam pelaksanaan tugas-
tugas tertentu, sehingga terjadi saling mengisi, saling membantu, dan saling 
melengkapi. Dalam konteks ini, koordinasi mencakup pengaturan yang 
efisien dari berbagai bagian untuk memastikan bahwa setiap elemen dapat 
berfungsi dengan optimal dalam kerangka kerja yang lebih besar. Unsur 
koordinasi meliputi beberapa elemen penting, seperti:
1.	 Pengaturan, yang mengacu pada cara-cara mengelola dan mengatur 

berbagai bagian agar dapat berfungsi secara efektif
2.	 Sinkronisasi, yang memastikan bahwa semua elemen bekerja pada 

waktu yang tepat dan saling mendukung
3.	 Kepentingan bersama, yang menekankan perlunya adanya kesamaan 

kepentingan di antara berbagai pihak yang terlibat
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4.	 Tujuan bersama, yang merujuk pada pencapaian sasaran yang sama 
melalui usaha kolektif dan terintegrasi (Ngongoloy dan Mantiri. 2017: 2).

Untuk meningkatkan kemampuan dan peran serta kelembagaan 
UMKM dalam perekonomian nasional, perlu dilakukan pemberdayaan yang 
komprehensif dan terkoordinasi antara berbagai pihak. Pemberdayaan ini 
melibatkan pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat, 
yang harus bekerja secara menyeluruh, sinergis, dan berkesinambungan. 
Iklim usaha yang baik akan memfasilitasi perkembangan UMKM dengan 
menyediakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan mereka. 

Pemerintah dan pemerintah daerah berperan dalam menciptakan 
kebijakan yang mendukung dan memberikan kesempatan berusaha yang 
luas bagi UMKM. Hal ini termasuk memberikan akses ke berbagai sumber 
daya yang dibutuhkan untuk memulai dan mengembangkan usaha, seperti 
pendanaan, pelatihan, dan teknologi. Dukungan yang diberikan tidak hanya 
sebatas penyediaan sumber daya, tetapi juga perlindungan terhadap UMKM 
dari berbagai risiko yang mungkin mereka hadapi. Perlindungan ini penting 
untuk memastikan bahwa UMKM dapat bertahan dan berkembang dalam 
pasar yang kompetitif (Wibowo, 2022: 79).

Koordinasi dan pengendalian pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha 
Kecil, dan Usaha Menengah (UMKM) adalah proses yang penting dan harus 
dilakukan dengan pendekatan yang sistematis, sinkron, terpadu, berkelan-
jutan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Tujuan utama dari koordinasi 
ini adalah untuk memastikan bahwa UMKM menjadi lebih tangguh dan 
mandiri. Langkah-langkah yang diambil dalam koordinasi dan pengendalian 
pemberdayaan tersebut meliputi beberapa aspek penting sebagai berikut:
1.	 Penyusunan dan Pengintegrasian Peraturan dan Kebijakan

Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk menyu-
sun dan mengintegrasikan peraturan serta kebijakan yang mendukung 
UMKM. Kebijakan ini harus dirancang untuk menumbuhkan iklim 
usaha yang memberikan kepastian dan keadilan berusaha. Aspek-aspek 
yang perlu diperhatikan mencakup pendanaan, sarana dan prasarana, 
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informasi usaha, kemitraan, perizinan usaha, kesempatan berusaha, 
promosi dagang, dan dukungan kelembagaan. 

2.	 Program Pengembangan Usaha
Program-program pengembangan yang diselenggarakan oleh 
Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat harus 
mencakup berbagai bidang penting. Hal ini meliputi produksi dan 
pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, desain, dan teknologi. 
Pengembangan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas produk dan 
layanan UMKM serta memperluas jangkauan pasar mereka. 

3.	 Pengembangan di Bidang Pembiayaan dan Penjaminan
Program pengembangan di bidang pembiayaan dan penjaminan sangat 
penting untuk memberikan akses keuangan yang memadai bagi UMKM. 
Pembiayaan yang cukup akan memungkinkan UMKM untuk melaku-
kan ekspansi, meningkatkan kapasitas produksi, dan berinvestasi dalam 
teknologi baru. Penjaminan juga berfungsi untuk mengurangi risiko 
kredit yang dihadapi oleh UMKM, sehingga mereka dapat mengakses 
pinjaman dan dukungan keuangan lainnya dengan lebih mudah.

4.	 Penyelenggaraan Kemitraan Usaha
Penyelenggaraan kemitraan usaha antara UMKM dengan usaha mene-
ngah dan besar harus didorong. Kemitraan ini dapat menciptakan sinergi 
yang saling menguntungkan, di mana UMKM mendapatkan akses ke 
pasar dan sumber daya yang lebih luas, sementara usaha menengah dan 
besar memperoleh produk atau layanan dari UMKM. Dengan adanya 
kemitraan yang baik, semua pihak dapat mencapai tujuan bersama 
dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing (Hanim dan Lathifah, 
2018: 86).

Dengan melaksanakan langkah-langkah di atas secara terkoordinasi dan 
terintegrasi, pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah 
(UMKM) dapat berlangsung secara optimal, sehingga tidak hanya membantu 
UMKM menjadi lebih mandiri dan berdaya saing, tetapi juga memberikan 
kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. 
Dengan adanya dukungan yang konsisten dan efektif, UMKM dapat lebih 
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mudah mengatasi tantangan, memanfaatkan peluang, dan meningkatkan 
kapasitas mereka. 

Penyelenggaraan UMKM
Penyelenggaraan Koordinasi dan Pengendalian Pemberdayaan Usaha Mikro, 
Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan suatu proses yang sangat penting 
dalam memastikan keberhasilan program-program yang ditujukan untuk 
meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Melalui penyelenggaraan 
yang tepat, UMKM tidak hanya dapat berkembang, tetapi juga menjadi 
kekuatan utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif 
dan berkelanjutan.

Menteri memiliki tanggung jawab dalam penyelenggaraan koordi-
nasi dan pengendalian pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 
(UMKM) merupakan tanggung jawab yang diemban oleh Menteri, sesuai 
dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia. 
Dalam pelaksanaannya, Menteri tidak hanya bekerja sendiri, tetapi juga 
mengoordinasikan upaya-upaya tersebut dengan berbagai pihak lain seperti 
Menteri Teknis, Kepala Lembaga Pemerintah Nonkementerian, gubernur, 
bupati/walikota, dunia usaha, dan masyarakat. Tugas-tugas dari menteri 
sebagai berikut:
1.	 Menyiapkan dan Melaksanakan Kebijakan Umum Nasional

Menteri bertugas menyiapkan, menyusun, menetapkan, dan melaksana-
kan kebijakan umum nasional yang bertujuan untuk menciptakan iklim 
usaha yang mendukung, memperkuat pengembangan UMKM, serta 
menyediakan pembiayaan, penjaminan, dan kemitraan yang diperlukan 
untuk pertumbuhan dan daya saing UMKM di seluruh negeri.

2.	 Memaduserasikan Perencanaan Nasional
Menteri memaduserasikan perencanaan nasional untuk menyusun 
kebijakan dan strategi pemberdayaan UMKM, memastikan bahwa 
program-program pembangunan daerah dan sektoral selaras dengan 
prioritas nasional, sehingga meningkatkan efektivitas dan dampak 
pemberdayaan UMKM secara keseluruhan.
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3.	 Merumuskan Kebijakan Penanganan Masalah
Menteri merumuskan kebijakan yang dirancang khusus untuk menga-
tasi dan menyelesaikan berbagai masalah dalam pemberdayaan Usaha 
Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) baik di tingkat nasional maupun 
daerah. Proses ini melibatkan identifikasi masalah secara menyeluruh 
dan pengembangan solusi yang efektif untuk mengatasi tantangan yang 
dihadapi oleh UMKM di berbagai wilayah. 

4.	 Menyusun Pedoman Pemberdayaan di Daerah
Menteri menyusun pedoman yang komprehensif untuk penyelengga-
raan pemberdayaan UMKM di tingkat daerah, dengan tujuan utama 
memastikan keselarasan antara kebijakan lokal dan perencanaan nasio-
nal. Proses ini melibatkan pembuatan panduan yang jelas dan terstruktur 
yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah dalam merancang dan 
melaksanakan program pemberdayaan UMKM. 

5.	 Koordinasi Peraturan Perundang-undangan
Menteri memiliki tanggung jawab untuk mengoordinasikan penyusunan 
dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan 
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), memastikan bahwa 
semua regulasi yang diterbitkan konsisten dengan undang-undang yang 
berlaku. Tugas ini melibatkan kerjasama yang erat dengan berbagai 
lembaga pemerintah dan pemangku kepentingan untuk menyusun 
peraturan yang terintegrasi, serta memastikan bahwa implementasi 
peraturan tersebut berjalan dengan baik di lapangan. 

6.	 Pengembangan Kelembagaan dan SDM UMKM
Menteri mengoordinasikan pengembangan kelembagaan dan sumber 
daya manusia Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan 
tujuan utama meningkatkan kapasitas dan kapabilitas mereka secara 
menyeluruh. Tugas ini melibatkan perancangan dan pelaksanaan 
program yang mendukung pembentukan dan penguatan kelemba-
gaan UMKM, termasuk pengembangan struktur organisasi dan sistem 
manajerial yang efektif. 
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